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ABSTRAK

Peningkatan kualitas manusia sebagai sumber dayabgmgunan
merupakan prasyarat utama untuk memperbaiki deksgaejahteraan rakyat.
Tujuan utama pembangunan millenium atilillenium Development Goals
(MDGs) di Indonesia, dengan prioritas pengentasamigkinan, menetapkan
proporsi penduduk miskin pada tahun 2015 diturunkanjadi setengahnya atau
8,2 % dari jumlah penduduk. Peran pemerintah desi@nd pengentasan
kemiskinan sangatlah penting, dimana pemerintahradaedituntut untuk
menjalankan program-program pengentasan kemisk8eah satu program yang
dilaksanakan yaitu program Posdaya (Pos Pembend#{glaarga).

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di ateka penyusun
merumuskan pokok masalah dalam penelitian iniuylggaimana implementasi
Inpres No. 3 Tahun 2010 Tentang Peran Pemerintaba Deerhadap Pos
Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) Di Desa Brosotnkaea Galur Kabupaten
Kulon Progo. Metode pendekatan yang digunakan dadanelitian hukum ini
adalah metode yuridis-sosiologis, dengan cara nterpdrundang-undangan,
peraturan-peraturan, teori-teori hukum dan pendaaajana terkemuka yang
berkaitan dengan keadaan yang sebenarnya. Pamehiiguga menggunakan
metode deskriptif yang berusaha menggambarkan fenargang dimaksudkan.
data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dekegainforman yaitu kepala
desa dalam pelaksanaan program Posdaya. Yang kamutdita-data yang
diperoleh kemudian dianalisis dan selanjutnya €ipretasikan dan kemudian
ditarik sesuatu kesimpulan.

Hasil penelitan yang bisa Penyusun paparkan ad@@herintah Desa
Brosot telah berupaya penuh demi terwujudnya surdaga manusia yang sehat
demi tercapainya keluarga sejahtera di masa merglatelalui program Pos
Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) yang ada dibebPeah&uhan, salah satu
contohnya Pos Pemberdayaan keluarga “Suka Kary&adukuhan VII Nepi,
Desa Brosot, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Py@gg hingga kini cukup
optimal dalam menjalankan program-programnya.

Kata Kuci : Millenium Development Goals (MDGSs), Peran Pemerintah Desa,
Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya)
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Krisis ekonomi dan politik yang terjadi sejak aktahun 1997 telah
menghancurkan struktur bangunan ekonomi dan peiacapdasil
pembangunan di bidang kesejahteraan sosial selima Orde Baru (1967-
1998). Salah satu penyebab terjadinya krisis tetsadalah kenyataan bahwa
meningkatnya angka-angka statistik pertumbuhan akoselama orde baru
benar-benar merefleksikan terjadinya pemerataaenkestan dan perolehan
kesejahteraan secara bermakna. Pembangunan ekgaoqi berorientasi
pertumbuuhan hanya melahirkan peningkatan kesegamtesemu (pada
sekelompok kecil orang yang sangat kaya), daripgdag secara riil
dirasakan oleh mayoritas penduduk (pendudukan njiski

Peningkatan kualitas manusia sebagai sumber dag@bargunan
merupakan prasyarat utama untuk memperbaiki detagdjahteraan rakyat.
Untuk itu, Presiden mengeluarkan Inpres No. 3 TaktD sebagai langkah
tepat untuk mencapai tujuan utama pembanguvdlenium Development
Goals (MDGs) di Indonesia, dengan prioritas pengentakamiskinan,
menetapkan proporsi penduduk miskin pada tahun #2@lfunkan menjadi
setengahnya atau 8,2 % dari jumlah pendidéigar upaya itu berhasil

dengan baik perlu diikuti pengembangan gerakan petalyaan keluarga

! Badan Pusat StatistiBtatistik Indonesia(Jakarta: BPS, 2005).
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yang dilaksanakan secara intensif. Pembangunan ogkoryang akan
menghasilkan pertumbuhan ekonomi perlu melibatkatigipasi masyarakat
agar pembangunan yang dilakukan seimbang dan ma&ncsglsaran.
Pembangunan ekonomi harus diimbangi dengan pertangkpartisipasi
sosial. Sosial advokasi juga perlu dilakukan agamiknen pembangunan
lebih kuat’

Posdaya merupakan gagasan baru guna menyambutaranjur
pemerintah untuk membangun sumberdaya manusia unegbartisipasi
keluarga secara aktif. Proses pemberdayaan ituiodtpskan pada
peningkatan kemampuan keluarga untuk bekerja kamagk mengentaskan
kebodohan, kemalasan dan kemiskinan dalam arti lyesg Sasaran kegiatan
yang dituju adalah terselenggaranya upaya bersagyaa setiap keluarga
mempunyai kemampuan melaksanakan delapan fungsiargal. Dalam
rangka pelaksanaan MDGs, pengembangan fungsi Rgeludersebut
diarahkan kepada lima prioritas sasaran utama,u yedmitmen pada
pimpinan dan sesepuh tingkat desa dan padukuhacametan, dan
kabupaten, pengembangan fungsi keagamaan, fungsid&B kesehatan,
fungsi pendidikan, fungsi kewirausahaan dan futiggkungan hidup yang
memberi makan terhadap kehidupan keluarga yanggimtan sejahtera.

Posdaya adalah ide brilian yang sudah lama dicatuskeh Bapak
Haryono Suyono (pimpinan Yayasan Damandiri dan DB)IKlan sudah

banyak dipakai oleh negara-negara lain, namun chp& asalnya baru

2 Haryono, SuyonoMengentas Kemiskinan(Malang: Makalah Seminar Nasional,
Universitas Brawijaya, 2007).



beberapa tempat saja yang melaksanakan. Posdajah goemberdayaan
dengan basic keluarga, diharapkan keluarga-keluangampu turut
berpartisipasi mengentaskan kemiskinan keluargaakgh yang tidak
mampu yang ada dilingkungannya secdrattom up program’, dan yang
menjadi spiritnya adalah azas gotong royong sebaghk bangsa yang
sekarang dirasakan mulai memudar. Kedudukan pesgBosdaya sediri
nantinya sebagai motivator, penggerak, dan fasilitaerhadap semua
pemberdayaan keluarga yang dilaksanakan.

Oleh karena itu sejak tahun 2006 itu Yayasan Daimamadkin gigih
menyambut seruan Presiden untuk merevitalisasi dPolsy atau Pos
Pelayanan Terpadu sebagai salah satu lembaga padatau pedukuhan
yang menampung dan menjadi wahana partisipasi mastadalam Program
Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan. Posyandmatia lalu telah
berkembang menjadi salah satu kunci pendukung daana andalan
pelayanan kepada masyarakat -5pedesaan itu telam#ngantar suksesnya
Program KB dan Kesehatan. Karena itu diperlukarudgkn pemberdayaan,
pelayanan paripurna dan dinamis agar setiap kedudegpat melaksanakan
fungsi-fungsi utamanya dengan baik untuk membarsgharuh anggotanya.
Apabila seluruh keluarga dapat membangun anak-gaakengan baik, maka

seluruh anak bangsa akan dapat dikembangkan menjadier daya manusia



yang beriman, bermutu, handal dan sanggup membamggara dan
bangsanya dengan bdik.

Lembaga ini harus bisa menampung berbagai masuk#ok u
mengembangkan keluarga agar mampu melaksanakarpadeléungsi
utamanya. Lembaga ini adalah Pos Pemberdayaan riel@au Posdaya.
Posdaya merupakan wahana pemberdayaan 8 fungardg@lsecara terpadu,
utamanya fungsi agama atau ketuhanan yang mahduesgj cinta kasih,
fungsi perlindungan, fungsi reproduksi dan kesehafangsi pendidikan,
fungsi sosial budaya, fungsi ekonomi atau wirausddrafungsi lingkungan.
Kedelapan fungsi keluarga itu secara internasiahalantapkan sebagai
delapan sasaran Millennium Development Goals (MD®€Japan sasaran
MDGs tersebut telah disepakati oleh 189 Kepala Negtau pemimpin dunia
pada Sidang Umum PBB di New York. MDGs itu kemudiisempurnakan
dan disepakati kembali oleh para pemimpin duniaap@diang PBB tahun
2005

Kemiskinan merupakan salah satu masalah seriusmdgeoses
pembangunan nasional di Indonesia. Memenuhi tatgat tujuan MDG’s
adalah penduduk miskin pada tahum 2015 turun me8j@&o dari jumlah
penduduk di IndonesfaMerujuk pada Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun

2010 mengamanatkan Pembangunan yang berkeadiléah goembangunan

% Rohadi HaryantoBuku Pedoman Pembentukan dan Pengembangan Pogdakarta:
Balai Pustaka, 2007).

* Ibid.

® Badan Pusat StatistiBtatistik Indonesia(Jakarta: BPS, 2005).



yang pro rakyat yang prioritas utamanya penanggalankemiskinan
berbasis keluarga. Diperlukan pengembangan geragamberdayaan
masyarakat salah satunya adalah melalui model podbgrdayaan keluarga
(Posdaya). Dengan demikian sesuai dengan pembamgbeekeadilan
Pembangunan berkedilan untuk semua dan pencapgigmn tmilenium pro
rakyat: Penanggulangan kemiskinan berbasis keluafemberdayaan
masyarakat dan ekonomi mikro dan kecil. Selain Rembangunan
berkeadilan untuk anak, perempuan dan kelompokimidan termarginal
program yang memihak. Program untuk anak balitaaitkin dengan
pemberdayaan perempuan, utamanya ibu-ibu yang nmgapanak balita,
agar bisa bekerja atau mempunyai usaha ekonomiomikelatihan untuk
kelompok miskin dan termarginal sebagai kegiatansdBga. Dalam
penelitian ini difokuskan dalam pencapaian delagasaran dan tujuan
MDGs, utamanya untuk pengentasan kemiskinan. Mengeda kondisi
bahwa berbagai program pengentasan kemiskinan ggalgnkan kurang
dapat menjalankan fungsi sesuai dengan yang dikemapmaka perlu
mengkaji Inpres No. 3 Tahun 2010. Penelitian digkan di desa Brosot
kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo. Untuk itenghtian ini diberi
judul “Peran Pemerintah Desa Terhadap Pos Pemberdayaanefuarga
Di Desa Brosot Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Prog Ditinjau Dari

Inpres No. 3 Tahun 2010".



B. Pokok Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di ataka penyusun
merumuskan pokok masalah dalam penelitian ini,uyaggaimana Peran
Pemerintah Desa Terhadap Pos Pemberdayaan KelDar@@esa Brosot
Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo Ditinjau Dapres No. 3 Tahun
20107
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, menggarkan serta
mendeskripsikan bagaimana bentuk suatu implemeritgses No. 3
Tahun 2010 Tentang Peran Pemerintah Desa terhamapdmberdayaan
Keluarga atau POSDAYA yang ada di desa Brosot Ketam Galur
Kabupaten Kulon Progo.
2. Kegunaan Penelitian
Harapan penyusun dengan dilakukannya penelitiaakian terlihat
bagaimana sebuah implementasi Inpres No. 3 Tahti@ Zéntang Peran
Pemerintah Desa terhadap Pos Pemberdayaan Kelatagd®OSDAYA
yang ada di desa Brosot Kecamatan Galur KabupatdonkProgo dapat
terlaksana sesuai dengan apa yang telah diatumdhaipres tersebut.
Dalam hal penelitian ini juga diharapkan dapat maeénjformula
bagaimana Posdaya dapat menjadi pemecah masatah kesejahteraan
masyarakat Indonesia pada umumnya dan desa Brasmnkatan Galur

Kabupaten Kulon Progo pada khususnya.



D. Telaah Pustaka

Setelah melakukan penelusuran terhadap literatng yala, adanya
karya-karya ilmiah yang membahas tentang PemeriD&sa yang penyusun
ketahui adalah:

Skripsi karya Lega Lestari Sinaga dengan judul “Pemayaan
Pemerintahan Desa Dalam Upaya Mewujudkan Otonomsalje yang
mengkaji bagaimana perumusan pelaksanaan pembardpgaerintah desa
dalam upaya mewujudkan otonomi desa yang diterapkm pemerintahan
desa saat ini, serta tentang bagaimana kendaladylaadapi pemerintah desa
dalam rangka mewujudkan otonomi desa tersebut.nDakenelitian tersebut
sama-sama membahas mengenai Peran PemerintahyBleganembedakan
dalam penelitian ini lebih difokuskan pada bagaienBeran Pemerintah Desa
terhadap Posdaya dengan objek penelitian yang deerbe

Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Administrasi Negail erhadap
Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa dalam SB&nerintahan
Desa” karya Moses Ritz Owen Tarigan. Dalam skripsi tessenembahas
tentang bagaimana kewenangan badan permusyawaledan dalam sistem
pemerintahan desa yang ditinjau dari hukum admasstnegara yang

tentunya telah di atur dalam ketentuan hukumnya.

® Lega Lestari SinagaPemberdayaan Pemerintahan Desa Dalam Upaya Mewajudk
Otonomi Desa” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Ukdealan, 2010.

" Moses Ritz Owen Tarigan, Tihjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap
Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Siflemerintahan Desa”,Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medah220



Skripsi berjudul “Peranan Pemerintah Desa Untuk iNtgtatkan
Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan (Stududak Desa Pulau
Kumpai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singfhgarya Efriadi.
Dalam skripsi tersebut membahas tentang bagaimarengn pemerintah
desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakatmdglembangunan yang
dilaksanakan di desa pulau kumpai kecamatan pankgaumpaten kuantan
singingi.

Beberapa literatur yang telah disebutkan diatagunbeada yang
membahas tentang Implementasi Inpres No. 3 Tahd® d@ntang Peran
Pemerintah Desa Terhadap Pos Pemberdayaan Kel(RRogdaya) (Studi
Administratif Di Desa Brosot Kecamatan Galur KabepaKulon Progo).
Perbedaan penelitian yang dilakukan dengan pereligang lainya, yaitu
bahwa penelitian ini lebih menekankan pada pergelasengenai bagaimana
Implementasi Inpres No. 3 Tahun 2010 Tentang Pé&amerintah Desa
Terhadap Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) ykemgpdlan Di Desa
Brosot Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo.

E. Kerangka Teori

Dalam perkembangan pemikiran mengenai negara hutikenal dua
kelompok negara hukum, yakni negara hukum formal dagara hukum
materiil. Negara hukum materiil ini dikenal juga lala istilahWelfare

stateatau negara kesejahteraltenurut Jimly Asshiddigie Ide negara

8 Efriadi, “Peranan Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan PadisipMasyarakat
Dalam Pembangunan (Studi Kasus Di Desa Pulau Kurkggamatan Pangean Kabupaten
Kuantan Singingi)”,Skripsi Fakultas lImu Sosial Dan Politik UniveesitSumatera Utara Medan,
2010.



kesejahteraan ini merupakan pengaruh dari fahamalsoyang berkembang
pada abad ke-19, yang populer pada saat itu selsagabl perlawanan
terhadap kaum penjajah yang Kapitalis-Liberalis.

Dalam perspektif hukum, menurut Wilhelm Lunstedngadikutip
oleh Soetiksno berpendapatlaiv is nothing but the very life of mindkind in
organized groups and the condition which make sspeaceful co-
existence of masses of individuals and social gsam the coorporation for
other ends than more existence and propagatiddalam pemahaman ini,
Wilhelm Lunstedt nampak menggambarkan bahwa untekcapaSocial
Welfare yang pertama harus diketahui adalah apa yang onengl
masyarakat yang hidup dalam satu tingkatan peraddabegentu untuk
mencapai tujuan mereka. Pendapat Lunsteds mengenal welfareini
hampir sama dengan pendapat Roscou P8UNdmun demikian ia ingin
menegaskan bahwa secara faktual keinginan sebégser manusia yaitu
ingin hidup dan mengembangkannya secara layak.

Melihat pandangan mengersaicial welfaretersebut, dapat ditarik
kesimpulan bahwa bidarspcial welfaremencakup semangat umum untuk
berusaha dengan dalil-daliinya dan adanya jamieamianan, sehingga dapat
dibuktikan bahwa ketertiban hukum harus didasapasa suatu skala nilai-
nilai tertentu, yang tidak dirumuskan dengan rumueus yang mutlak akan

tetapi dengan memperhatikan kepentingan-kepentingasyarakat yang

® SoetiksnoFilsafat Hukum (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), him. 88.

10 pid., him. 9-10.
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berubah-ubah mengikuti perubahan zaman, keadaan, mErubahan
keyakinan bangsH.

Kunci pokok dalam negara kesejahteraan adalah ismgemnai
jaminan kesejahteraan rakyat oleh negara. Mendpahani, Jurgen Habermas
berpendapat bahwa jaminan kesejahteraan selurwatrakerupakan hal
pokok bagi negara modern. Selanjutnya menurut hiaderyang dikutip oleh
Gianfranco Poggi, jaminan kesejahteraan selurutyatalyang dimaksud
diwujudkan dalam perlindungan atas,The risk of unemployment,
accident, ilness, old age, and death of the breaxder must be covered
largely through welfare provisions of the statéSelanjutnya menurut C.A.
Kulp dan John W dalam Sentanoe Kertonegoto, reskiko tersebut
dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu kelompgkng berisiko
fundamental dan kelompok berisiko khus?is.

Dalam negara kesejahteraan, menurut Sentanoe I€gdom kedua
kelompok resiko tersebut harus mendapatkan perhatiatuk diatasi.
Alasannya adalah karena resiko fundamental sidatdalah makro kolektif
dan dirasakan oleh seluruh atau sebagaian bessyaraliat sebagaimana

resiko ekonomis. Sedangkan resiko khusus yaitkaegang sifatnya lebih

Y pid.

12 Gianfranco PoggiThe Development of the Modern State “Sosiologisttbduction,
(California: Standford University Press, 1992), hii6.

13 Sentanoe KertonegoraJaminan Sosial dan Pelaksanaannya di Indone€iet, Il .
(Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1987), him. 7.
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kepada makro individual, sehingga dampaknya diesaiieh perorangan
atau unit usah'.

Dengan demikian, dalam hakekatnya negara kesegamedapat
digambarkan keberadaannya sebagai pengaruh damt hasnusia yang
mengharapkan terjaminnya rasa aman, ketentramankekejahteraan agar
tidak jatuh ke dalam kesengsaraan. Alasan tersdbptat digambarkan
sebagai motor penggerak sekaligus tujuan bagi nenugsuk senantiasa
mengupayakan berbagai cara demi mencapai kesgahte dalam
kehidupannya. Sehingga ketika keinginan terselelaht dijamin dalam
konstitusi suatu negara, maka keinginan tersebutshdijamin dan negara
wajib mewujudkan keinginan tersebut. Dalam konteksnegara ada dalam
tahapan sebaga negara kesejahteraan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia juga mengarhaniaNegara
Kesejahteraan. Hal ini ditegaskan oleh para HeriKemerdekaan dan para
Pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia bahwanaedemokratis yang
akan didirikan adalah “Negara Kesejahteraamdl¢aarstaal bukan “Negara
Penjaga Malam”r{achtwachterstaat Dalam pilihan terkait konsepsi negara
kesejahteraan Indonesia ini, Moh. Hatta menggunaistifeh “Negara
Pengurus™ Prinsip Welfare Statelalam UUD 1945 dapat ditemukan
rinciannya dalam beberapa pasal, terutama yangaibt@nk dengan aspek

sosial ekonomi.

“Ibid.

5 M. Yamin,Naskah Persiapan UUD 1945: Risalah Sidang BPUPRKR (Jakarta:
Sekretariat Negara RI, 1959), him. 299.
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Dengan masuknya perihal kesejahteraan dalam UUDB, 1®9énurut
Jimly Asshidigie Konstitusi Indonesia dapat diselsgbagai konstitusi
ekonomi économic constitutign dan bahkan konstitusi sosiakogial
constitutior) sebagaimana juga terlihat dalam konstitusi Negartssia,
Bulgaria, Cekoslowakia, Albania, Italia, Belarusidtan, Suriah dan
Hongaria®® Selanjutnya menurut Jimly, sejauh menyangkut caralatan
yang diatur dalam UUD 1945, nampak dipengaruhi aterak penulisan
konstitusi yang lazim ditemui pada Negara-negasiaie’’

Di dalam UUD 1945, kesejahteraan sosial menjadiljktiusus Bab
XIV yang didalamnya memuat pasal 33 tentang sighemekonomian dan
pasal 34 tentang kepedulian negara terhadap kelomepwah (fakir miskin
dan anak telantar) serta sistem jaminan sosiabdrarti, kesejahteraan sosial
sebenarnya merupakéatform sistem perekonomian dan sistem sosial di
Indonesia. Sehingga, sejatinya Indonesia adalaaragg@ng menganut faham
“Negara  Kesejahteraantwélfare  statg dengan model “Negara
Kesejahteraan Partisipatifpérticipatory welfare stafe yang dalam literatur
pekerjaan sosial dikenal dengan istilah Pluraligiesejahteraan atawelfare
pluralism Model ini menekankan bahwa negara harus tetapil dmalgian
dalam penanganan masalah sosial dan penyelenggajaarnan
sosial éosial security meskipun dalam operasionalisasinya tetap

melibatkan masyarakat.

18 pid., 135.

' Jimly Asshiddigie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokras{Jakarta:
Konstitusi Press, 2005), him.124.
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Membahas mengenai peran pemerintah desa dalameRdmRlayaan
Keluarga tentunya tidak lepas dari teori tentgogpd governancesebagai
sebuah pedoman tentang bagaimana sebuah pemaririaijalan dengan
baik sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam ialkaitannya
pemerintah daerah.

Governancediartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara
pemerintahan dan warga mengatur sumber daya serteecahkan masalah-
masalah publik. Dalam konsegvernancepemerintah hanya menjadi salah
satu actor dan tidak selalu menjadi aktor yangentrkan. Implikasi peran
pemerintah sebagai pembangunan maupun penyedia lggs@man dan
infrastruktur akan bergeser menjadi bahan pendotemiptanya lingkungan
yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunit@overnancemenuntut
redefinisi peran negara, dan itu berarti adanyafredi pada peran warga.
Adanya tuntutan yang lebih besar pada warga, afdarauntuk memonitor
akuntabilitas pemerintahan itu sendfi.

Dapat dikatakan bahwa good governance adalah suatu
penyelenggaraan manajemen pembangunan yang satidbertanggung
jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dasarpgang efisien,
penghindaran salah alokasi dana investasi danegahan korupsi baik
secara politik maupun administratif, menjalankasiglin anggaran serta
penciptaanlegal and political frame worlbagi tumbuhnya aktifitas usaha.

Padahal, selama ini birokrasi di daerah dianggataktkompeten. Dalam

8 Sumarto Hetifa Sj, InovasRartisipasi dan Good GovernancéBandung: Yayasan
Obor Indonesia, 2003), him. 1-2.
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kondisi demikian, pemerintah daerah selalu diragukeapasitasnya dalam

menjalankan desentralisasi. Di sisi lain mereka jngrus mereformasi diri

dari pemerintahan yang korupsi menjadi pemerintajiang bersih dan
transparan.
Dalam dokumen kebijakan United Nation DevelopmenbgRam

(UNDP) lebih jauh menyebutkan ciri-cgood governancgaitu:

1. Mengikut sertakan semua, transparansi dan bertagggwab, efektif dan
adil.

2. Menjamin adanya supremasi hukum.

3. Menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosgdn ekonomi didasarkan
pada konsesus masyarakat.

4. Memperhatikan kepentingan mereka yang paling midkim lemah dalam
proses pengambilan keputusan menyangkut alokasibesundaya
pembangunarr

Penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis shagdalah
pemerintahan yang menekankan pada pentingnya meubamproses
pengambilan keputusan publik yang sensitif terhaglegya-suara komunitas.

Yang artinya, proses pengambilan keputusan betsiiatki berubah menjadi

pengambilan keputusan dengan adil selstakeholder

Negara dengan birokrasi pemerintahan dituntut umbekubah pola
pelayanan diri birokratis elitis menjadi birokrgsopulis. Dimana sektor

swasta sebagai pengelola sumber daya di luar nedara birokrasi

9 bid., him. 3.
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pemerintah pun harus memberikan konstribusi dalaaha pengelolaan
sumber daya yang ada. Penerapan giad governancepada akhirnya
mensyaratkan keterlibatan organisasi masyarakatabagai kekuatan
penyeimbang Negara.

Namun citagood governanc&ini sudah menjadi bagian sangat serius
dalam wacana pengembangan paradigma birokrasi dambgngunan
kedepan. Karena peranan implementasi dari progega governancadalah
untuk memberikan mekanisme dan pedoman dalam mdabe
keseimbangan bagi parstakeholdersdalam memenuhi kepentingannya
masing-masing. Dari berbagai hasil yang dikaji baga Administrasi
Negara (LAN) menyimpulkan ada sembilan aspek fometdgal dalam
perwujudargood governangeyaitu?°
1. PartisipasiParticipation)

Partisipasi antara masyarakat khususnya orangetbadap anak-
anak mereka dalam proses pendidikan sangatlakutiikan. Karena tanpa
partisipasi orang tua, pendidik (guru) ataupun srper tidak akan
mampu bisa mengatasinya. Apalagi melihat duniarselg yang semakin
rusak yang mana akan membawa pengaruh terhad&pnaaraka jika
tidak ada pengawasan dari orang tua mereka.

2. Penegakan HukunRule Of Lawy
Dalam pelaksanaan tidak mungkin dapat berjalan atekkgndusif

apabila tidak ada sebuah hukum atau peraturan gidagakkan dalam

% Dede Rosyada DkkPemokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Magdani
(Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2000), hib82.
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penyelenggaraannya. Aturan itu berikut sanksinyaagmeningkatkan
komitmen dari semua pihak untuk mematuhinya. Atataman tersebut
dibuat tidak dimaksudkan untuk mengekang kebebasatginkan untuk
menjaga keberlangsungan pelaksanaan fungsi-furegsdigikan dengan
seoptimal mungkin.
. TransparansiTranparancy

Persoalan pada saat ini adalah kurangnya keterbuka@aervisor
kepada para staf-stafnya atas segala hal yanglitedi@nana salah satu
dapat menimbulkan percekcokan antara satu pihakate pihak yang
lain, sebab manajemen yang kurang transparan. @pdlarus lebih
transparan di berbagai aspek baik dibidang kehijakmik di bidang
keuangan ataupun bidang-bidang lainnya untuk mewajlkualitas dalam
pendidikan.
. Responsif Responsivenels

Salah satu untuk menuju cigppod governancadalah responsif,
yakni supervisor yang peka, tanggap terhadap persp&rsoalan yang
terjadi di lembaga pendidikan, atasan juga harusa binemahami
kebutuhan masyarakatnya, jangan sampai supervisoumggu staf-staf
menyampaikan keinginan-keinginannya. Supervisor rudha bisa
menganalisa kebutuhan-kebutuhan mereka, sehingganbembuat suatu

kebijakan yang strategis guna kepentingan kepeamibgrsama.
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5. Konsensus@onsensus Orentatipn

Aspek fundamental untuk citgood governancedalah perhatian
supervisor dalam melaksanakan tugas-tugasnya adaéadgambilan
keputusan secara konsensus, di mana pengambilatukap dalam suatu
lembaga harus melalui musyawarah dan semaksimagkituberdasarkan
kesepakatan bersama (pencapaian mufakat). Dalamgammdiian
keputusan harus dapat memuaskan semua pihak &iagiae besar pihak
juga dapat menarik komitmen komponen-komponen yategdi lembaga.
Sehingga keputusan itu memiliki kekuatan dalam periglan keputusan.

6. Kesetaraan dan KeadilaBduity)

Asas kesetaraan dan keadilan ini harus dijunjumggti oleh
supervisor dan para staf-staf didalam perlakuandiyajana dalam suatu
lembaga pendidikan yang plural baik segi etnik,nagalan budaya akan
selalu memicu segala permasalahan yang timbul.eRrg&ngelolaan
supervisor yang baik itu harus memberikan pelugogir dan adil.
Sehingga tidak ada seorang pun atau para staf tgmagiaya dan tidak
memperoleh apa yang menjadi haknya.

7. Efektifitas dan Efisien

Efektifitas dan efisien disini berdaya guna danhbeil guna,
efektifitas diukur dengan parameter produk yangatlamenjangkau
besarnya kepentingan dari berbagai kelompok. Sg@anefisien dapat

diukur dengan rasionalitasi untuk memenuhi kebutulyjang ada di
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lembaga. Di mana efektifitas dan efisien dalam gsogsendidikan, akan
mampu memberikan kualitas yang memuaskan.
8. Akuntabilitas
Asas akuntabilitas berarti pertanggung jawabanrsigoe terhadap
staf-stafnya, sebab diberikan wewenang dari pemagriontuk mengurus
beberapa urusan dan kepentingan yang ada di lemBatjap supervisor
harus mempertanggung jawabkan atas semua kebijagarhuatan
maupun netralitas sikap-sikap selama bertugasrbdga.
9. Visi Strategi Gtrategic Visioh
Visi strategi adalah pandangan-pandangan strategtuku
menghadapi masa yang akan datang, karena perupahamahan yang
akan datang mungkin menjadi perangkap bagi sumerdalam membuat
kebijakan-kebijakan. Disinilah diperlukan stratsgiategi jitu untuk
menangani perubahan yang &da.

Dalam skripsi ini juga kaitanya dengan pemerintagsad bisa
dilandaskan pada sebuah teori tentang sistem huKeori sistem hukum
dari Lawrence M. Friedman menyatakan: bahwa seébagaatu sistem
hukum dari sistem kemasyarakatan, maka hukum akepctiga komponen
yaitu: %

1. legal substancgsubstansi hukum); merupakan aturan-aturan, norma

norma dan pola prilaku nyata manusia yang beradamdaistem itu

21pid., him. 182

2| awrence M. FriedmanThe Legal System: A Sosial Science Perspekhieav(York:
Russel Soge Foundation, 1969), him. 16.
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termasuk produk yang dihasilkan oleh orang ydmgada di dalam
sistem hukum itu, mencakup keputusan yang kaekeluarkan atau
aturan baru yang mereka susun.

2. legal structure(struktur hukum); merupakan kerangka, bagian yietep
bertahan, bagian yang memberikan semacam bentuk dmtasan
terhadap keseluruhan instansi-instansi penegakurh. Di Indonesia
yang merupakan struktur dari sistem hukum anfare; institusi atau
penegak hukum seperti advokat, polisi, jaksataddim.

3. legal culture(budaya hukum); merupakan suasana pikirannsistan
kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukium digunakan,
dihindari atau disalahgunakan oleh masyarakat.

F. Metode Penelitian
1. Pendekatan Masalah
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitidurh ini
adalah metode yuridis-sosiologis, dimana menektiupdang-undangan,
peraturan-peraturan, teori-teori hukum dan pendapggna terkemuka
yang berkaitan dengan keadaan yang sebenarnya.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifatdeskriptif analitik, yaitu penelitian untuk
menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsilkesalah melalui

pengumpulan, penyusunan dan penganalisaan datajdkeemdijelaskan
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dan selanjutnya diberi penilai&h. Sedangkan penelitian deskriptif
bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mundgkntang obyek
yang akan diteliti maupun gejala-gejala lainnya.kMalnya terutama
untuk mempertegas adanya hipotesis-hipotesis agaatdnembantu di
dalam memperkuat teori-teori yang lama atas dalangka menyusun
teori bart2*
3. Spesifikasi penelitian
Penelitian ini menggunakan spesifikasi deskriptialdis, yaitu
suatu penelitian yang berusaha menggambarkan rhasala
4. Jenis dan sumber data
a) Data primer
Data primer adalah yang langsung diperoleh daribgundata
pertama di lokasi penelitian atau objek penelitidbata primer
diperoleh langsung dari penyebaran daftar pertanyagada warga
serta perangkat pemerintahan di desa Brosot Keeam&alur
Kabupaten Kulon Progo sebagai obyek yang terpilih.
b) Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sukdmua

atau sumber sekunder data yang kita butuhkan y@weyodeh dari

% Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukurndakarta: Grannit, 2004),
him.128.

* gSoerdjono Soekanto,Pengantar Penelitia Hukum(Jakarta: universitas Indonesia
press,1986), him. 10

% Imam Ghazali, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPS&t IV
(Semarang: Badan Penerbit UNDIP,2009) him. 19-21
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literatur, jurnal, majalah, koran, dll atau datdadgang berhubungan
dengan penelitian. Atau data yang berasal darigeoaang kedua atau
bukan data yang datang secara langsung, data imdukeng
pembahasan dan penelitian, untuk itu beberapa subube atau data
yang di peroleh akan membantu dan mengkaji seadra genelitian
tersebut.

Untuk memperoleh data ini peneliti mengambil sepmlbuku-
buku, brosur, website, dan contoh penelitian sebey@ yang berkaitan
dengan penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Sumber Data

a. Observasi, observasi merupakan teknik pengumpukta, ddimana
peneliti melakukan pengamatan secara langsung ek gienelitian
untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukanSedangkan
pengamatan atau observasi adalah konteks peneiitraah adalah
studi yang di sengaja dan dilakukan secara sisienta@tencana, terarah
pada suatu tujuan dengan mengamati dan mencatamésra atau
perilaku satu atau kelompok orang dalam konteksarsélari dan
memperhatikan syarat-syarat penelitian ilmiah. Rendemikian hasil
pengamatan dapat dipertanggung jawabkan kebenaahny

b. Interview (wawancara). Wawancara merupakan tekmkgpmpulan
data dalam metode survey yang menggunakan pegarsgrara lisan

kepada subjek penelitian. Wawancara dilakukan dengangambil

% Riduwan Metode Risetlakarta : Rineka Cipta, 2004), him. 104.
2" Basuki Heru, Penelitian Kualitatif Untuk lImu-llmu Kemanusiaana® Budaya,
(Jakarta: Gunadarma, 2006), him. 24.



22

responden dari masyarakat serta jajaran perangkega DBrosot
Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo. Dalam peaeliini
terdapat empat responden, diantaranya Kepala Desah, Staf Desa
dan Masyarakat.
6. Teknik Analisis Data
Analisis data yang digunakan dalam penelitian galah bersifat
deskriptif analitis, yaitu pemaparan hasil penafitdengan tujuan untuk
memperoleh suatu gambaran yang menyeluruh.
G. Sistematika Pembahasan
Sistematika penulisan skripsi ini untuk memudah@mbahasan agar
dapat diuraikan secara tepat, serta mendapat kesimgyang benar, maka
penyusun membagi rencana skripsi ini menjadi begaerbab, diantara
sistematika bab pembahasannya adalah sebagaitaeriku
Bab pertamaini merupakan pendahuluan yang di antaranya memuat
latar belakang masalah yakni merupakan pemaparaantg peran
pemerintah desa dalam program posdaya. Kemudidokponasalah,
tujuannya yaitu untuk mengetahui jawaban dari peaiehan yang akan
diteliti dan kegunaan penelitian, telaah pustakaituy untuk menelusuri
penelitian terdahulu tentang pemerintah desa diriadia sehingga diketahui
perbedaan dari penelitian penyususn, kerangka, tgotu menjelaskan teori-
teori yang akan digunakan untuk menganalisis peatahan dalam

penalitian, metode penelitian dan sistematika pdadan.
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Bab kedua Gambaran umum tentang landasan teori dasar, serta
penjelasan tentang gambaran umum mengenai penferogéaa beserta
aturan-aturannya dan juga tinjauan umum tentanggrgno Pos
Pemberdayaan Keluarga.

Bab ketiga Membahas tentang tinjauanan umum mengenai
pemerintah desa di Indonesia yang melingkupi: bergerta pengertian
pemerintah desa dalam skala yang lebih umum sartgugja tinjauan lokasi
penelitian.

Bab keempatmembahas tentang hasil analisis yang telah ddkku
oleh peneliti yang mencakup beberapa aspek pemdnalyagu jawaban atas
pokok masalah yang telah peneliti sampaikan diayani mengenai
bagaimana implementasi Inpres No. 3 Tahun 2010ahg®eran Pemerintah
Desa terhadap Pos Pemberdayaan Keluarga di desatBitecamatan Galur
Kabupaten Kulon Progo, kendala-kendala yang dihadaalam
mengimplementasikan Inpres No. 3 Tahun 2010 TenRergn Pemerintah
Desa terhadap Pos Pemberdayaan Keluarga di desatBtecamatan Galur
Kabupaten Kulon Progo, serta upaya pemerintah detam menghadapi
kendala-kendala pengimplementasian Inpres No. [uma2010 Tentang
Peran Pemerintah Desa terhadap Pos Pemberdayasardéeti desa Brosot
Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo.

Bab kelima merupakan kesimpulan atas semua hasil dari pemneli
yang telah dilakukan serta saran yang disampaile@npeneliti tentang hasil

penelitian serta berbagai lampiran.
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PENUTUP

A. Kesimpulan
Diantara program pengembangan yang dilakukan patabridesa
sesuai dengan Inpres No. 3 Tahun 2010, yaitu:
1. Program Pro Rakyat
- Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Keluarga
Program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga
merupakan upaya pemerintah Desa Brosot Kecamatalur Ga
Kabupaten Kulon Progo dalam mengentaskan kemiskiatm suatu
keluarga.
- Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemjaenda
Masyarakat
Merupakan sebuah tahap lanjut dalam proses penkamggun
kemiskinan. Pada tahap ini, masyarakat miskin mut@&nyadari
kemampuan dan potensi yang dimilikinya untuk keludari
kemiskinan.
- Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemja@nddJsaha
Mikro dan Kecil
Program ini di tujukan bagi masyarakat yang memnil&aha

mikro dan kecil seperti warung kelontong, warungnisako, dan

128
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warung sayur agar selalu mengedepankan pemerataaoni di
Desa Brosot.
2. Program Keadilan Untuk Semua
- Program Keadilan Bagi Anak
Program yang bertujuan dalam kesetaraan meraihigikeaudl,
yaitu wajib sekolah minimal Sekolah Dasar.
- Program Keadilan Bagi Perempuan
Program Pemerintah Desa Brosot yang belum tercaijgai sedang
berjalan untuk mencapai tujuan utama pembangunamdtinesia sesuai
dengan Inpres No. 3 Tahun 2010 sebagai berikut :
a. Pengurangan Kemiskinan dan Kelaparan
b. Pencapaian Pendidikan Dasar Umum
c. Mempromosikan Persamaan Gender dan Lebih Mempeidawah
Perempuan
d. Mengurangi Kematian Anak
e. Meningkatkan Kesehatan Ibu Hamil
f. Memerangi HIV/AIDS, Malaria, dan Penyakit Menulaiminya
g. Memastikan Kelangsungan Lingkungan Hidup
h. Mengembangkan Kerjasama Global untuk Pembangunan
Dari kedelapan poin tersebut Pemerintah Desa Bitetath berupaya
penuh demi terwujudnya Sumber daya manusia yargt sielmi tercapainya
keluarga sejahtera di masa mendatang melalui progtas Pemberdayaan

Keluarga (Posdaya) yang ada di beberapa Padukshkah satu contohnya
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Pos Pemberdayaan Keluarga “Suka Karya” di PadukHarNepi, Desa
Brosot, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo yaingga kini cukup
optimal dalam menjalankan program-programnya.
Saran-Saran

Alangkah lebih baiknya saat program posdaya digalakoleh
pemerintah disertai sosialasasi yang cukup seridgm@aan yang menunjang
demi terciptanya kemandirian serta tercapainyalkpde tujuan MDGs yang
sekaligus menjadi tujuan program pemerintah desasobr di masa
mendatang, harapan penulis dengan diangkatnya Jimplementasi Peran
Pemerintah Desa Terhadap Pos Pemberdayaan KelDar@@esa Brosot
Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo Ditinjau Daprres No. 3 Tahun
2010” mampu menjadi bahan acuan untuk pengembadgarkemandirian

seluruh desa di Indonesia di masa-masa mendatang.
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Alamat: JI. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax. (0274) 545614 N
Yogyakarta 55281 !
No.  : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 1082/ 2013 Yogyakarta, 25 Juni 2013
Hal . Permohonan izin Penelitian

Kepada :

Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

Cq. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY
di '

Yogyakarta.

Assalamu’alaikiam wr.wb.

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas
yari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohonkan izin bagi mahasiswa kami :

No Nama NIM JURUSAN / PRODI

1 Mahmudi 09340087 limu Hukum (IH)

untuk mengadakan penelitian di Instansi yang Bapak/ Ibu pimpin guna mendapatkan
pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis limiah ( Skripsi) yang berjudul
“IMPLEMENTASI INPRES NO. 3 TAHUN 2010 TENTANG PERAN PFMERINTAH DESA
TERHADAP POS PEMBERDAYAAN KELUARGA (STUDI ADMINISTRATIF DI DESA
BROSOT GALUR KABUPATEN KULONPROGO)”

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu’alaikum wr.wb.

‘,\,,,g Wﬁ _Kamsi, MA,
AN KR3P. 19570207 198703 1 003 ¢
Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.




PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN
070/5509/V/7/2013

Membaca Surat : WD Bid Ak.Fak.Syariah dan Hukum UIN Nomor . UIN.02/DS.1/PP.00.9/1082/2013
Tanggal 1 25 Juni 2013 Perihal : ljin Penelitian
Mengingat : 1, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing.

Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam
melakukan Kegitan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman penyelenggaraan
Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tenfang Rincian Tugas dan
Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah.

4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan
Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian,

dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/peneliian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : MAHMUD! NIP/NIM @ 09340087
Alamat :JL MARSDA ADISUCIPTO, YOGYAKARTA
Judul : IMPLEMENTASI INPRES NO. 3 TAHUN 2010 TENTANG PERAN PEMERINTAH DESA

TERHADAP POS PEMBERDAYAAN KELUARGA
(STUDI ADMINISTRATIF DI DESA BROSOT KECAMATAN GALUR KABUPATEN KULON

PROGO)
l.okasi : KULON PROGO Kota/Kab. KULON PROGO
Waktu » 01 Juli 2013 s/d 01 Oktober 2013

Dengan Ketentuan

1.

2

Tembusan .
1. Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan};
2. Bupati Kulon Progo, Cq. KPT

Menyerahkan surat keteranganfijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari
Pemerintah Daerah DIY kepada BupatiiValikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;

. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro

Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website
aclbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;

ljin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah. dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di
lokasi kegiatan;

. ljin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menun}ukkan surat ini kembali sebelum berakhir

waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.j ;eg;aprov go. id;

. ljin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-wakiu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang

berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal 01 Juli 2013
A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan

3. Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga cgyakarta
4, Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU
Alamat : JI, KHA Dahlan, Wates, Kulon Progo Telp.(0274) 774402 Kode Pos 85611

SURAT KETERANGAN /1ZIN
Nomor : 070.2 /00552/V11/2013

Memperhatikan Surat dari Sekretariat Daerah Pemda DIY Nomor:070/5500/V/7:2013 Tgl: 01 Juli 2013 Perihal: Izin

Penelitian

Mengingat I. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyclenggaraan

Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri:

2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan
Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei. Penelitian. Pengembangan. Pengkajian dan Studi
Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta:

3. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 15 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 12 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Daerah:

4. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor : 56 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelayanan pada  Kantor
Pelayanan Terpadu Kabupaten Kulon Progo.

Diizinkan kepada : MAHMUDI

NIM / NIP ;09340087

PT/Instansi : UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Keperluan : lzin Penelitian '
Judul/Tema . IMPLEMENTASI INPRES NO.3 TAHUN 2010 TEENTANG PERAN PEMERINTAH

DESA TERHADAP POS PEMBERDAYAAN  KELUARGA ( STUDI
ADMINISTRATIF DI DESA BROSOT KECAMATAN GALUR KABUPATEN
KULON PROGO)
Lokasi ¢ BROSOT, GALUR. KULON PROGO

Waktu . 01 Juli 2013 s/d 01 Oktober 2013

I, Terlebih dahulu menemui/melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat untuk mendap

2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku.

3. Wajib menyerahkan hasil Penelitian/Riset kepada Bupati Kulon Progo ¢.q. Kepala Ba
Terpadu Kabupaten Kulon Progo. :

4. lzin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu  yang dapal menggangg
untuk kepentingan ilmiah.

Surat izin ini dapat diajukan untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan. ,

Surat izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

at petunjuk seperlunya.
dan Penanaman Modal dan Perizinan

u kestabilan Pemerintah dan hany.a diperlukan

Kemudian diharap kepada para Pejabat Pemerintah setempat untuk dapat membantu seperlunya.

Ditetapkan di: Wates
i Pada Tanggal : 01 Juli 2013

KEPALA

Tembusan kepada Yth. :

. Bupati Kulon Progo (Sebagai Laporan) ‘ CR ra. N1 () s

Kepala Bappeda Kabupaten Kulon Progo . — ‘

Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Kulon Progo o\_\;}?(emb‘ma Tk. 3 1V/b
Camat Galur. Kulon Progo < SNIP: 19630801 199003 2 002
Kepala Desa Brosot. Galur. Kulon Progo S

Yang bersangkutan

Arsip

N



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

KECAMATAN GALUR

Alamat : JI. Raya Brosot No. 27 Brosot, Galur, Kulon Progo Telp. 7464927 Pos 55661

SURAT KETERANGAN
Nomor : 070.2 /383

Dasar . Surat Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo
Nomor : 070.2/00552/V11/2013

Mengingat S
2.
3.
4,

Diizinkan kepada

PT/Instansi

Keperluan

Judul

Lokasi

Waktu Pelaksanaan

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1983 tentang Pedoman
Pendataan Sumber dan Potensi Daerah.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1983 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di
lingkungan Departeman Dalam Negeri.

Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 33 /KPTS /
1986 tentang Tatalaksana Pemerian Izin bagi setiap Instansi Pemerintah
maupun non Pemerintah yang melakukan Pendataan / Penelitian.
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor : 56 Tahun 2007 tentang Pedoman
Pelayanan pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Kulon Progo.

MAHMUDI NIM ;09340087
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
IJIN PENELITIAN

IMPLEMENTASI INPRES NO. 3 TAHUN 2010 TENTANG PERAN
PEMERINTAH DESA TERHADAP POS PEMBERDAYAAN
KELUARGA (STUDI ADMINISTRATIF DI DESA BROSOT
KECAMATAN GALUR KABUPATEN KULON PROGO)

BROSOT, GALUR, KABUPATEN KULON PROGO

01 Juli 2013 s/d 01 Oktober 2013

Dengan ketentuan-ketentuan :

1. Sesampainya di tempat melaporkan diri kepada Kepala Desa/Dukuh untuk mendapétkan petunjuk

seperlunya.

2. Harus menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan yang berlaku setempat.
3. Ijin tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan

ketertiban umum.

4. Wajib memberikan hasil penelitiannya kepada Bupati Cq. Badan Penanaman Modal dan Perizinan

Terpadu.

5. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan yang

tersebut 1,2,3 dan 4.

6. Setelah selesai dan akan kembali supaya melapor kepada Camat Galur

Dikeluarkandi : Galur

Pada tangga] 01 Juli 2013




Lampiran

10.

Daftar Pertanyaan Pendlitian

Kapan posdaya di desa Brosot Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo
dibentuk?

Apakah sebelum pembentukan posdaya, Walikota Kulon Progo telah
mengadakan sosialisasi tentang posdaya?

Siapa sgja yang menghadiri dalam sosialisas tentang posdaya tersebut?
Bagaimana peran pemerintah desa seperti Camat, Kepala Desa dan Satuan Kerja
Perangkat Desa (SKPD) terhadap posdaya?

Apa sga yang dilakukan oleh pemerintah desa (Camat, Kepala Desa dan SKPD)
untuk mencapai keberhasilan posdaya?

Apakah pemerintah desa Desa Brosot Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo
sudah menggunakan Inpres No. 3 Tahun 2010 sebagai dasar untuk pengentasan
kemiskinan di daerah tersebut?

Jika iya, apakah pemerintah desa sudah melaksanakan pengentasan delapan
target MDGs yaitu pemberantasan kemiskinan, mencapai pendidikan dasar untuk
semua, memagjukan kesgahteraan gender dan pemberdayaan perempuan,
mengurangi  tingkat kematian anak, memerangi HIV/AIDS, pelestarian
lingkungan, mengembangkan kemitraan untuk pembangunan?

Apakah ada kendala dalam setiap target MDGs posdaya?

Apa sga kendaa yang dihadapi olen pemerintah desa dalam pelaksanaan
posdaya?

Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam menghadapi
kendal a-kendal a tersebut?
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INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2010
TENTANG

PROGRAM PEMBANGUNAN YANG BERKEADILAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Untuk lebih memfokuskan pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan, dan untuk
kesinambungan serta penajaman Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana
termuat dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan

Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010, dengan ini

menginstruksikan:

Kepada : 1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II;

2.  Sekretaris Kabinet;

3. Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian

Pembangunan;
4, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Jaksa Agung;
6. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
7. Kepala Badan Koordinasi Fenanaman Modal;

8. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;

9. Para Gubernur;

10. Para Bupati/Walikota.

Untuk : ...
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Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi
dan kewenangan masing-masing, dalam rangka pelaksanaan
program-program pembangunan yang berkeadilan sebagaimana
termuat dalam Lampiran Instruksi Presiden ini, yang meliputi
program:

1. Pro rakyat;
2. Keadilan untuk semua (justice for all )

3. Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium
Development Goals - MDGs).

Dalam rangka pelaksanaan program-program sebagaimana dimaksud
dalam Diktum PERTAMA:

1. Untuk program pro rakyat, memfokuskan pada:
a. Program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga;

b. Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan

masyarakat;

c. Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan

usaha mikro dan kecil;
2. Untuk program keadilan untuk semua, memfokuskan pada:
a. Program keadilan bagi anak;

b. Program keadilan bagi perempuan;

c. Program ...
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Program keadilan di bidang ketenagakerjaan;
Program keadilan di bidang bantuan hukum;
Program keadilan di bidang reformasi hukum dan peradilan;

Program keadilan bagi kelompok miskin dan terpinggirkan;

Untuk program pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium,

memfokuskan pada:

a.

b.

Dalam

Program pemberantasan kemiskinan dan kelaparan;
Program pencapaian pendidikan dasar untuk semua;

Program pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan

perempuan,;
Program penurunan angka kematian anak;
Program kesehatan ibu,

Program pengendalian HIV/AIDS, malaria, dan penyakit

menular lainnya;
Program penjaminan kelestarian lingkungan hidup;

Program pendukung percepatan pencapaian Tujuan

Pembangunan Milenium.

mengamkbil  langkah-langkah  pelaksanaan  program

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, berpedoman pada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-
2014, dan merujuk pada hasil Rapat Kerja Presiden dengan Menteri

Kabinet Indonesia Bersatu 11, Gubernur dan Ketua Dewan Perwakilan

Rakyat ...
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Rakyat Daerah Provinsi se-Indonesia, serta hasil diskusi yang
mendalam dengan para pakar, perwakilan dunia usaha, dan

pemangku kepentingan lainnya, pada tanggal 19-21 April 2010 di
Istana Tampak Siring, Bali.

Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden ini, para Menteri
Koordinator mengoordinasikan program-program Kementerian/
Lembaga yang berada di bawah ruang lingkup tugas dan koordinasi

masing-rnasing.

1. Para Menteri dan Kepala Lembaga yang bertindak sebagai
penanggung jawab pelaksanaan program-program sebagaimana
dimaksud dalam Lampiran Instruksi Presiden ini, mengoordi-
nasikan pelaksanaan program-program tersebut sesuai tugas dan

tanggung jawab masing-masing;

2. Para Menteri dan Kepala Lembaga sebagaimana dimaksud pada

angka 1 melaporkan secara berkala pelaksanaan program-
program tersebut kepada Menteri Koordinator sesuai lingkup
bidang tugasnya, dengan tembusan kepada Kepala Unit Kerja

Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan.

KEENAM
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Para Gubernur;

1. melaksanakan program-program yang menjadi tanggung

Jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Dikium KEDUA;
2. mengoordinasikan Bupati/Walikota dalam pelaksanaan program-

program di wilayahnya masing-masing.

Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden ini, sepanjang terdapat
program yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Agung dan/
atau Bank Indonesia, Menteri/Kepala Lembaga yang terkait agar

berkoordinasi dengan Ketua Mahkamah Agung dan/atau Gubernur
Bank Indonesia.

Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian
Pembangunan melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap
pelaksanaan program-program sebagaimana dimaksud dalam
Instruksi Presiden ini secara terintegrasi dengan pemantauan dan
pengendalian program-program sebagaimana termuat dalam Instruksi
Presiden Nomor 1 Tahun 2010, dan melaporkan hasilnya kepada

Presiden.

Para Menteri Koordinator melaporkan secara berkala hasil koordinasi

pelaksanaan program-program sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KEEMPAT kepada Presiden dalam Sidang Kabinet.

Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi ...
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Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Tampaksiring, Bali
pada tanggal 21 April 2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya,

Deputi Sekretaris Kabinet
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I. RENCANA TINDAK PERCEPATAN PENCAPAIAN SASARAN PROGRAM PRO-RAKYAT

LAMPIRAN

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

: 3 Tahun 2010
TANGGAL : 21 April 2010

" TARGET PENYELESAIAN ! INSTANSI PENANGGUNG PEMERINTAH
PROGRAM TINDAKAN KELUARAN 2010 T 2011 SASARAN JAWAB DAERAH
(1) (2) (3) 4) (5) (6) (7) (8)

Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Keluarga
Penyempurnaan A. Memperbaiki Prosedur
Pelaksanaan Verifikasi
Program Keluarga
Harapan (PKH) . Menyempurnakan Tersedianya formulir 100% 100% Pelaksanaan PKH | Kementerian Sosial

formulir verifikasi untuk: | verifikasi yang telah sepenuhnya (Koordinator),

ibu hamil, pemeriksaan | mencakup semua sebagai program | Kementerian Kesehatan,

anak ke puskesmas, dan | kemungkinan status anak, pemberian uang | Kementerian Pendidikan

pemeriksaan tingkat termasuk anak putus tunai bersyarat Nasional,

kehadiran anak di satuan | sekolah, anak jalanan, Kementerian Tenaga Kerja

pendidikan pekerja anak, dan anak dan Transmigrasi,

berkebutuhan khusus Kementerian Dalam Negeri,
Kementerian Agama,
Kementerian PPN/Bappenas
. Memperbaiki jadwal Tersedianya jadwal 100% 100% Kementerian Sosial
pencetakan formulir pencetakan formulir koordinasi dengan
PT POS Indonesia
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. Menyempurnakan
mekanisme pelaksanaan
distribusi formulir ke
unit pelayanan

Tersusunnya mekansime
pelaksanaar distribusi
formulir verifikasi ke unit
pelayanan

4. Menyempurnakan
pelaksanaan verifikasi
terhadap peserta PKH

1. Tersedianya informasi
dan hasil verifikasi
kehadiran ibu hamil di
puskesmas dan
kehadiran anak balita di
puskesmas

100%

100%

2. Tersedianya informasi
dan hasil verifikasi
kehadiran anak di satuan
pendidikan

100%

100%

5. Melakukan pelatihan
pelaksanaan verifikasi
kepada pegawai di unit
pelayanan

Tersedianya pegawai yang
handal dalam melakukan
verifikasi pada unit
pelayanan (puskesmas dan
sekolah/ madrasah)

40%

100%

Kementerian Sosial
koordinasi dengan
PT FOS Indonesia

Gubernur
(Koordinator),
Bupati/ Walikota

Kementerian Sosial Gubernur
(Koordinator), Kementerian (Koordinator)
Kesehatan Bupati/Walikota
Kementerian Sosial Gubernur
(Koordinator), Kementerian | (Koordinator)
Pendidikan Nasional, Bupati/ Walikota
Kementerian Agama,

Kementerian Sosial Gubernur
(Koordinator), (Koordinator),
Kementerian Kesehatan, Bupati/ Walikota

Kementerian Pendidikan
Nasional,

Kementerian Agama,
Kementerian Dalam Negeri
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. Mempercepat Proses
Pembayaran

. Menyempurnakan Tersusunnya mekanisme 100% 100% Kementerian Sosial Gubernur
mekanisme pengembalian formulir koordinasi dengan (Kocrdinator),
pengembalian formulir verifikasi dari unit PT POS Indonesia Bupati/ Walikota
verifikasi dari unit pelayanan ke Kantor UPPKH
pelayanan ke Kantor
UPPKH

. Menyempurnakan Tersusunnya mekanisme 100% 100% Kementerian Sosial Gubernur
mekanisme pembayaran | pembayarzn termasuk (Koordinator) dan (Koordinator),
termasuk pencairan pencairan anggaran agar Kementerian Keuangan, Bupati/ Walikota
anggaran agar pembayaran dapat koordinasi dengan PT POS
pembayaran dapat dilaksanakan 4 kali dalam Indonesia
dilaksanakan 4 kali setahun yaitu pada bulan
dalam setahun yaitu Maret, Juni, September dan
pada bulan Maret, Juni, | Desember
September dan Desember

. Menyempurnakan Tersusunnya mekanisme 100% 100% Kementerian Sosial Gubernur
mekanisme pelaksanaan | pelaksanaan distribusi dana (Koordinator) dan (Koordinator),
distribusi dana ke ke keluarga peserta PKH di Kementerian BUMN, Bupati/Walikota
keluarga peserta FKHdi | daerah terpencil koordinasi dengan
daerah terpencil PT POS Indonesia.




)

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

C. Memperbaiki Koordinasi
Antar Kementerian dan
Pemerintah Daerah

1. Menyusun mekanisme
verifikasi untuk anak
jalanan dan pekerja anak
yang sedang dipersiapkan
untuk kembali ke satuan
pendidikan

Tersusunnya mekanisme
agar anak jalanan dan
pekerja anak siap kembali ke
satuan pendidikan

100%

100%

Kementerian Sosial
(Koordinator), Kementerian
Tenaga Kerja dan
Transmigrasi,

Kementerian Pendidikan
Nasional,

Kementerian Agama,
Kementerian PPN/Bappenas

Gubernur
(Koordinator),
Bupati/ Walikota

2. Menyiapkan rumah
singgah bagi anak jalanan
dan pekerja anak di lokasi
terdekat, dimana FKH
dilaksanakan

Tersedianya rumah singgah
di lokasi terdekat, dimana
PKH dilaksanakan

50%

100%

3. Menyusun mekanisme
untuk memastikan agar
anak dari keluarga
peserta PKH dapat
diterima kembali di
satuan pendidikan

Memastikan anak dari
keluarga peserta PKH dapat
kembali ke satuan
pendidikan

100%

100%

Kementerian Sosial Gubernur
(Koordinator), Kementerian | (Koordinator),
Tenaga Kerja dan Bupati/ Walikota
Transmigrasi

Kementerian Sosial Gubernur
(Koordinator), Kementerian | (Koordinator),

Pendidikan Nasional,
Kementerian Agama,
Kementerian PPN/Bappenas

Bupati/Walikota
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. Menyusun mekanisme Memastikan agar anak 100% 100% Kementerian Sosial Gubernur
untuk memastikan agar keluarga peserta PKH (Koordinator), Kementerian | (Koordinator),
anak keluarga peserta memperoleh bantuan Pendidikan Nasional, Bupati/ Walikota
PKH memperoleh pendidikan Kementerian Agama,
bantuan pendidikan Kementerian PPN/Bappenas

. Melaksanakan Keputusan | Memastikan agar semua 100% 100% Kementerian Sosial Gubernur
Menkes tentang Pedoman | anggota keluarga peserta (Koordinator), Kementerian (Koordinator),
Pelaksanaan Jaminan PKH memperoleh Kesehatan, Kementerian Bupati/ Walikota
Kesehatan Masyarakat JAMKESMAS FPN/Bappenas
(JAMKESMAS) untuk
memastikan agar anak
keluarga peserta PKH
memperoleh JAMKESMAS

. Menyediakan vaksin, Tersedianya vaksin, obat- 100% 100% Kementerian Sosial Gubernur
obat-obatan, pelayanan obatan, dan pelayanan (Koordinator), Kementerian | (Koordinator),
kesehatan dasar dan kesehatan dasar dan Kesehatan Bupati/Walikota
keluarga berencana keluarga berencana bagi

anak keluarga peserta PKH

. Menyusun rencana Tersusunnya rencana 100% 100% Kementerian Sosial Gubernur
penyediaan fasilitas penyediaan fasilitas (Koordinator), (Koordinator),
pendukung pelaksanaan | pendukung pelaksanaan Kementerian Dalam Negeri | Bupati/Walikota
PKH di daerah PKH di daerah
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8. Menyusun rencana Tersusunnya rencana tindak 100% 100% Kementerian Kominfo Gubernur
tindak dan dan penyempurnaan (Kcordinator), Kementerian | (Koordinator),
penyempurnaan pelaksanaan sosialisasi PKH Dalam Negeri, Bupati/Walikota
pelaksanaan sosialisasi Kementerian Sosial
PKH -

9. Mengkaji dan menyusun | Tersusunnya rencana tindak 100% 100% Kementerian Sosial Gubernur
rencana tindak peningkatan jumlah (Koordinator)
peningkatan jumlah pendamping Bupati/Walikota
pendamping

Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Peningkatan Menyempurnakan Tersusunnya mekanisme 100% 100% Meningkatnya Kemenko Kesejahteraan Gubernur
Kontribusi mekanisme penetapan yang sudah disempurnakan cakupan kegiatan { Rakyat (Koordinator), (Koordinator)
Pemerintah Daerah | DDUB berdasarkan tentang penetapan DDUB dan alokasi BLM | Kementerian Dalam Negeri, | Bupati/Walikota
terhadap PNFM Peraturan Menteri berdasarkan Peraturan PNFM Mandiri. Kementerian Pekerjaan

Mandiri Keuangan No. Menteri Keuangan No. Umum,

168/PMK.07/ 2009 tentang
Pedoman Pendanaan Urusan
Bersama Pusat dan Daerah
untuk Penanggulangan
Kemiskinan

168/PMK.07/ 2009 tentang
Pedoman Pendanaan Urusan
Bersama Pusat dan Daerah
untuk Penanggulangan
Kemiskinan

Kementerian Pembangunan
Daerah Tertinggal,
Kementerian Pertanian,
Kementerian Kebudayaan
dan Pariwisata,
Kementerian Kelautan dan
Perikanan,

Kementerian Perumahan
Rakyat,

Kementerian PPN/Bappenas
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Integrasi PNPM
Mandiri dengan
Perencanaan
Desa/Kelurahan

—
.

Menyusun mekanisme
penyatuan perencanaan
berbasis masyarakat ke
dalam forum yang
bersifat partisipatif di
tingkat desa/kelurahan

Tersusunnya mekanisme
untuk penyatuan
perencanaan berbasis
masyarakat ke dalam forum
yang bersifat partisipatif di
tingkat desa/kelurahan

Menyusun mekanisme
pendampingan agar
masyarakat
desa/kelurahan mampu
menyiapkan program
jangka menengah
desa/kelurahan yang
lebih komprehensif

Tersusunnya mekanisme
pendampingan masyarakat
desa/kelurahan yang
mampu menyiapkan
program jangka menengah
yang lebih komprehensif

100%

100%

Terlaksananya
Integrasi PNPM
Mandiri ditingkat
desa/kelurahan

Kemenko Kesejahteraan
Rakyat (Koordinator),
Kementerian Dalam Negeri,
Kementerian Pekerjaan
Umum,

Kementerian Pembangunan
Daerah Tertinggal,
Kementerian Pertanian,
Kementerian Kebudayaan
dan Pariwisata,
Kementerian Kelautan dan
Perikanan,

Kemenierian Perumahan
Rakyat,

Kementerian PPN/Bappenas

Gubernur
(Koordinator)
Bupati/Walikota

Kemenko Kesejahteraan
Rakyat(Koordinator),
Kementerian Dalam Negeri,
Kementerian Pekerjaan
Umum,

Kementerian Pembangunan
Daerah Tertinggal,
Kementerian Pertanian,
Kementerian Kebudayaan
dan Pariwisata,
Kementerian Kelautan dan
Perikanan,

Gubernur
{Koordinator),
Bupati/Walikota
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Kementerian Perumahan
Rakyat,
Kementerian PPN/Bappenas
3. Menyusun mekanisme Tersusunnya mekanisme 100% 100% Kemenko Kesejahteraan Gubernur
agar Program Jangka agar Program Jangka Rakyat (Koordinator), (Koordinator),
Menengah Menengah Desa/Kelurahan Kementerian Dalam Negeri, | Bupati/Walikota
Desa/Kelurahan yang yang disusun melalui proses Kementerian Pekerjaan
disusun melalui proses pariisipatif dapat disatukan Umum,
partisipatif dapat dengan program jangka Kementerian Pembangunan
disatukan dengan menengah desa/kelurahan Daerah Tertinggal,
program jangka yang reguler sehingga Kementerian Pertanian,
menengah menghasilkan program Kementerian Kebudayaan
desa/kelurahan yang pembangunan berbasis dan Pariwisata,
reguler sehingga masyarakat Kementerian Kelautan dan
menghasilkan program Perikanan,
pembangunan berbasis Kementerian Perumahan
masyarakat Rakyat,
Kementerian PPN/Bappenas
Menyusun mekanisme Tersusunnya mekanisme 100% 100% Kemenko Kesejahteraan Gubernur
agar aparat agar rencana pembangunan Rakyat (Koordinator), (Koordinator),
desa/kelurahan dapat berbasis komunitas dapat Kementerian Dalam Negeri, | Bupati/Walikota
mengakomodir dan ditampung dalam rencana Kementerian Pekerjaan
memproses PJM pembangunan Umum,
desa/kelurahan sebagai | desa/kelurahan dan menjadi Kementerian Pembangunan
bahan musrenbang bahan musrenbang ditingkat Daerah Tertinggal,
ditingkat yang lebih yang lebih tinggi Kementerian Pertanian,
tinggi Kementerian Kebudayaan
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dan Pariwisata,
Kementerian Kelautan dan
Perikanan,

Kementerian Ferumahan
Rakyat,

Kewmenterian PPN/Bappenas

5. Menyusun mekanisme Tersusunnya mekanisme 100% 100% Kemenko Kesejahteraan Gubernur
pengendalian pengendalian pelaksanaan Rakyat (Koordinator), (Koordinator),
pelaksanaan program program pembangunan Kementerian Dalam Negeri, | Bupati/Walikota
pembangunan berbasis berbasis masyarakat melalui Kementerian Pekerjaan
masyarakat melalui instrumen PNPM Mandiri Umum,
instrumen PNPM Kementerian Pembangunan
Mandiri Daerah Tertinggal,

Kementerian Pertanian,

Kementerian Kebudayaan

dan Pariwisata,

Kementerian Kelautan dan

Perikanan,

Kementerian Perumahan

Rakyat,

Kementerian PPN/Bappenas
Integrasi PNPM | Menyusun mekanisme agar | Tersusunnya mekanisme 100% 100% Terintegrasinya Kemenko Kesejahteraan Gubernur
Mandiri dengan | usulan pemberdayaan agar usulan pemberdayaan PNPM Mandiri Rakyat (Koordinator) (Koordinator),
fasilitas ekonomi lokal berbasis ekonomi lokal yang disusun dengan fasilitas Kementerian Dalam Negeri, | Bupati/Walikota
pembiayaan masyarakat dapat berdasarkan mekanisme pembiayaan Kementerian Pekerjaan

memperoleh pembiayaan,

PNPM dapat memperoleh

Umum,
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misalnya: KUR atau CSR

akses pembiayaan

Kementerian Pembangunan
Daerah Tertinggal,
Kementerian Pertanian,
Kementerian Kebudayaan
dan Pariwisata,

1 Kementerian Kelautan dan

Perikanan,

Kementerian Perumahan
Rakyat,

Kementerian PPN/Bappenas

Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil

untuk Sektor Perikanan dan
Kelautan, Industri,
Pertanian, Kehutanan

Kementerian Perindustrian,
Kementerian Pertanian, dan
Kementerian Kehutanan,
koordinasi dengan Bank
Indonesia

Perluasan 1. Menyusun rencana Tersusunnya Kebijakan Jateng, Jatim, Seluruh Meningkatnya Kemenko Perckonomian Gubernur
Penyaluran Kredit tindak perluasan KUR di | untuk Pemerintah Daerah Jabar Provinsi jumlah kredit dan | (Koordinator), Kementerian | (Kdordinator) dan
tingkat Pemerintah Mengenai Rencana Tindak debitur usaha Koperasi dan UKM, Bupati/ Walikota,
Daerah Operasional Perluasan mikro dan kecil | Kementerian Kelautan dan koordinasi dengan
Penyaluran KUR terutama Perikanan, Kantor Bl di daerah
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PROGRAM - TINDAKAN K};LUARAN 2010 2011 SASARAN JAWAB DAERAH
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2. Menyusun kebijakan Tersusunnya kebijakan Jatim Jabar, Jateng, Gubernur Bupati/Walikota
penyaluran kredit pemerintah daerah , (Koordinator),
kepada pekerja migran tentang rencana penyaluran Kemenko Perekonomian
di daerah kredit kepada pekerja Kementerian Tenaga Kerja
migran dan Transmigrasi,
Kementerian Dalam Negeri
berkoordinasi dengan Bank
Indonesia
3. Sosialisasi KUR kepada Tersosialisasikannya KUR Kementerian Koperasi dan
masyarakat luas kepada masyarakat luas UKM
khususnya para pelaku khususnya para pelaku UKM
UKM
Penguatan _ Melakukan Inventarisasi | Tersusunnya basis data LKM | Jatim, Jabar, Seluruh Beroperasinya Kementerian Dalam Negeri Gubernur
Kelembagaan Lembaga Keuangan bukan bank dan bukan Jateng, DIY, provinsi LKM dengan (Koordinator),
Keuangan Mikro Mikro (LKM) bukan bank | koperasi Banten, Bali landasan hukum Bupati/Walikota
bukan bank dan dan bukan koperasi yang jelas
bukan koperasi
2. Menyusun rencana Tersusunnya rencana tindak | Jatim, Jabar, Seluruh Kementerian Koperasi dan Gubernur
tindak pendampingan Pemerintah Daerah dalam Jateng, DIY, provinsi UKM (Koordinator) dan (Koordinator),
terhadap LKM yang rangka peningkatan status Banten, Bali Kementerian Keuangan, Bupati/Walikota
belum berbadan hukum LKM bukan bank dan bukan koordinasi dengan Bank
koperasi yang belum ’ Indonesia
berbadan hukum menjadi
berbadan hukum BFR atau
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Koperasi atau BUMDes, atau
modal ventura

3. Menyusun rencana
tindak pembinaan dan
pengawasan LKM

Tersusunnya rencana
pembinaan dan pengawasan
LKM serta upaya
perlindungan oleh
Peimerintah Daerah

Jatim, Jabar,
Jateng, DIY,
Banten, Bali

Seluruh
provinsi

Kementerian Koperasi dan
UKM (Koordinator) dan
Kementerian Keuangan,
koordinasi dengan Bank
Indonesia

Gubernur
(Koordinator),
Bupati/Walikota
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II. RENCANA TINDAK PERCEPATAN PENCAPAIAN SASARAN PROGRAM KEADILAN UNTUK SEMUA

D AT IR
S INSTANSLDE

E [-2:

Program
Kesejahteraan
Sosial Anak Balita
(PKS AB)

pekerja sosial

sertifikasi pekerja sosial

4)
. Penyempurnaan sistem Tersedianya sistem 50% 100%
pendataan dan targeting | pendataan dan targeting
. Seleksi dan sertifikasi Tersedianya seleksi dan 20 orang 100 orang

. Penyaluran tabungan

kesejahteraan sosial anak
balita

Tersalurkannya tabungan
kesejahteraan sosial anak
balita

1.405 orang

6.925 orang

Meningkatnya .
pemenuhan hak
kebutuhan dasar
anak dalam
asuhan keluarga

Kementerian Sosial
(koordinator) Kementerian
Kesehatan, Kementerian
Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak

Gubernur, Bupati,
Walikota

keluarga dan/atau
melalui panti sosial

asuhan keluarga
dan/atau melalui
panti sosial

Program . Penyempurnaan sistem Tersedianya sistem database | 3.500 panti | 5.000 panti | Meningkatnya Kementerian Sosial Gubernur, Bupati,
Kesejahteraan database panti sosial panti sosial asuhan anak pemenuhan Walikota
Sosial Anak asuhan anak kebutuhan dasar,
telantar (PKS aksesibilitas,
Antar) . Penyaluran bantuan Tersalurkannya bantuan 136.706 142.530 pelayanan sosial
kebutuhan dasar untuk kebutunan dasar orang orang dasar dalam
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Program Peningkatan akses Terlayaninya pelayanan 100% anak | 100% anak | Meningkainya Kementerian Kesehatan Gubernur, Bupati/
Pembinaan pelayanan kesehatan dasar kesehatan anak telantar di telantar telantar status kesehatan Walikota
Kesehatan bagi terhadap anak telantar di panti asuhan yang dalam panti | dalam panti | anak telantar
Anak Telantar panti asuhan teregistrasi asuhan yang | asuhan yang
sudah sudah
diregistrasi | diregistrasi
Kemensos Kemensos
Program I. Peningkatan sosialisasi Tersedianya sosialisasi 25% lem- 50% lembaga | Meningkatnya Kementerian Sosial Gubernur, Bupati/
Kesejahteraan kesejahteraan sosial anak | kescjahteraan anak baga kese- kesejahteraan | pemenuhan Walikota
Sosial Anak Jalanan Jjahteraan sosial anak kebutuhan dasar
(PKS Anjal) sosial anak dan aksesibilitas,
2. Penyaluran tabungan Tersalurkannya tabungan 2.852 orang | 4.200 orang pelayanan sosial
kesejahteraan sosial anak | kesejahteraan sosial anak dasar dalam
jalanan jalanan asuhan keluarga
3. Penegakan hukum bagi Terlaksananya penegakan 25% dari 75% dari
pelaku eksploitasi anak hukum bagi pelaku kasus yang kasus yang
jalanan cksploitasi anak jalanan ditangani ditangani
Program Penyelenggaraan pendidikan | Meningkatnya jumlah anak- | 2.500 orang 10.000 Meningkatnya Kementerian Agama Gubernur, Bupati,
secara terpadu bagi anak- anak marjinal yang dapat orang pemenuhan (koordinator) Kementerian Walikota

penanganan anak
jalanan, telantar,
dan marjinal
lainnya melalui

anak marjinal bekerjasama
dengan pesantren/ lembaga
pendidikan lain yang setara

mengakses pelayanan
pendidikan secara terpadu
dengan perlindungan,

kebutuhan dasar
dan aksesibilitas
pelayanan sosial

Sosial, Kementerian
Pendidikan Nasional,
Kementerian Kesehatan,
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penguatan tanggung
jawab keluarga terhadap
anak di Lapas dan Bapas

pendidikan dan berasrama pengasuhan dan jaminan dasar khususnya | Kementerian Hukum dan
terpadu anak kesehatan pendidikan, HAM, Kementerian Dalam
harapan (Program pengasuhan, Negeri, Kementerian
DIK-TERAPAN) perlindungan Pemberdayaan Perempuan
dan jaminan dan Perlindungan Anak,
kesehatan Kepolisian Negara Rl
Program 1. Pendampingan ABH Terlaksananya 430 orang 930 orang Meningkatnya Kementerian Sosial Gubernur, Walikota
Kesejahteraan dalam proses peradilan pendampingan ABH dalam pemenuhan {koordinator), Kementerian dan Bupati
Sosial Anak proses peradilan kebutuhan dasar | Hukum dan HAM
Berhadapan dan aksesibilitas
dengan Hukum pelayanan sosial
(PKS~ABH) dasar
2. Penyaluran bantuan Tersalurkannya bantuan 430 orang 930 orang
kesejahteraan sosial bagi | kesejahteraan sosial bagi
ABH ABH
3. Peningkatan bantuan Meningkatnya anak yang 8 Lapas 8 Lapas anak Kementerian Hukum dan Gubernur, Walikota
kebutuhan dasar , akses | terpenuhi hak-hak dasar anak & 16 & 17 Bapas HAM dan Bupati
layanan sosial dasar dan | pada Lapas dan Rutan Bapas
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Program
Perlindungan dan
Kesehatan
Kesejahteraan
Sosial Anak
Berhadapan
dengan Hukum

. Penyusunan SOP

Kesepakatan Bersama
K/L dalam Perlindungan
dan Rehabilitasi Sosial
Anak Berhadapan
Hukum

Tersedianya SOP
Kesepakatan Bersama K/L
dalam Perlindungan dan
Rehabilitasi Sosial Anak
Berhadapan Hukum

. Penyusunan SOP

Keputusan Bersama
Penanganan Anak
Berhadapan dengan
Hukum (ABH)

Tersedianya SOP Keputusan
Bersama penanganan ABH
dengan pendekatan
restorative justice

50%

100%

. Sosialisasi SOP

kepuitusan/ kesepakatan
bersama K/L dalam
penanganan,
perlindungan dan
rehabilitasi sosial Anak
Berhadapan dengan
Hukum

Terselenggaranya sosialisasi
SOP keputusan
/kesepakatan bersama K/L
dalam penanganan,
perlindungan dan
rehabilitasi sosial Anak
Berhadapan dengan Hukum

50%

Meningkatnya
Perlindungan dan
Rehabilitasi Sosial
Anak Berhadapan
Hukum

Kementerian Sosial
(koordinator), Kementerian
Agama, Kementerian
Pendidikan Nasional,
Kementerian Hukum dan
HAM, Kementerian Kesehatan
dan Kepolisian Negara RI

Gubernur, Walikota,
Bupati

Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak (koordinator),
Kementerian Hukum & HAM,
Mahkamah Agung, Kejaksaan
Agung, Kepolisian Negara RI
dan Kementerian Sosial

Gubernur, Walikota,
Bupati,

Kementerian Hukum & HAM
(koordinator), Kementerian
Sosial dan Kementerian
Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak

16 Lapas Anak dan
33 Bapas




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-17-
(n (2) (3) 1&))

4. Peningkatan akses Meningkatnya status 8 Lapas 9 Lapas anak Kementerian Kesehatan Gubernur dan
pelayanan kesehatan kesehatan Anak Berhadapan anak Bupati/Walikota
dasar kepada Anak dengan Hukum di Lapas
Berhadapan dengan Anak yang sudah diregristasi
Hukum di Lapas anak oleh Kemenhuk HAM

5. Perubahan UU Nomor 3 | Terlaksananya Perubahan 50% 100% Kementerian Hukum & HAM
Tahun 1997 tentang UU Nomor 3 Tahun 1997
Pengadilan Anak tentang Pengadilan Anak

6. Ferubahan UU No. 12 Terlaksananya perubahan 25% 50% Kementerian Hukum & HAM
Tahun 1995 tentang UU Nomor 12 Tahun 1995
Pemasyarakatan tentang Pemasyarakatan

Frogram 1. Peningkatan pemahaman | 1. Fersentase Aparat 50% 100% Meningkatnya Kejaksaan Agung Kejati/ Kejari
Peningkatan Aparat, tentang Diversi Kejaksaan yang kapasitas aparat
Kapasitas Aparat dan Restorative Justice memahami penanganan penegak hukum
Fenegak Hukum dalam penanganan Anak ABH terkait Diversi dan yang ramah anak
Yang Ramah Anak Berhadapan dengan Restorative Justice
Hukum
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2. Persentase petugas lapas, 20% 50% Kementerian Hukum dan Kanwil Hukum &
Bapas dan Rutan yang HAM HAM
memahami penanganan
ABH terkait Diversi dan
Restorative Justice
2. Penerapan Prinsip Persentase kasus ABH yang - 40% Kepolisian Negara Rl Polda/ Polres
Diversi dan Restorative ditangani Unit Felayanan
Justice dalam Perempuan dan Anak di
penanganan Anak tingkat Mabes FPolri, Polda,
Berhadapan dengan dan Polres yang memperoleh
Hukum melalui sistem Diversi dan Restorative
dan prosedur Kepolisian | Justice
terkait
Program Peningkatan pemahaman Persentase Hakim FPeradilan - 50% Meningkatnya Menko Polhukam koordinasi -
Feningkatan Hakim terkait Diversi dan Umum yang memahami kapasitas dengan Mahkamah Agung
Kapasitas Lembaga | Resforative Justice sebagai penanganan ABH terkait lembaga
Feradilan Yang inti perubahan UU Nomor 3 | Diversi dan Restorative peradilan yang
Ramah Anak Tahun 1997 tentang Justice ramah anak

Pengadilan Anak
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Program . Penataan sistem Ketersediaan data pencrima 100% 100% Meningkatnya Kementerian Sosial Gubernur, Bupati/
Rehabilitasi dan verifikasi data calon bantuan pemenuhan Walikota
Perlindungan penerima bantuan, kebutuhan dasar
Sosial bagi sosialisasi dan koordinasi bagi penyandang
Penyandang Cacat keterpaduan program cacat berat dan
penyandang
. Peningkatan bantuan Jumlah penyandang cacat 17.000 19.500 cacat dalam
jaminan sosial berat yang menerima orang orang lembaga/panti
Penyandang cacat berat | bantuan jaminan sosial.
di dalam keluarga.
. Bantuan tambahan Jumlah penyandang cacat 11.000 13.500
kebutuhan dasar dalam lembaga/panti yang orang orang
penyandang cacat dalam | mendapat bantuan
dalam/ atau melalui pemenuhan kebutuhan
panti/lembaga dasar
Program . Pemberian bantuan Jumlah penyandang cacat - 7000 orang | Meningkatnya Kementerian Pertahanan
rehabilitasi dan jaminan sosial bagi permanen yang menerima dari TNI pemenuhan (koordinator), Kementerian
perlindungan penyandang cacat bantuan kebutuhan dasar | Sosial
sosial bagi permanen anggota TNI penyandang
penyandang cacat . Pemberian bantuan Jumlah penyandang cacat - 550 orang | cacat permanen | Kepolisian Negara RI
dari POLRI | anggota prajurit | (koordinator), Kementerian

anggota prajurit
TNI / POLRI

jaminan sosial bagi
penyandang cacat
permanen anggota
POLRI

permanen yang menerima
bantuan

TNI dan POLRI

Sosial
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Program Peningkatan bantuan Meningkatnya Anak dengan | 1.515 orang | 1.750 orang | Meningkatnya Kementerian Sosial Gubernur, Bupati/
Kesejahteraan kebutuhan dasar dan akses Kecacatan yang terpenuhi pemenuhan Walikota
Sosial Anak dengan | layanan sosial dasar, serta hak-hak dasarnya dalam kebutuhan dasar
Kecacatan (PKS- penguatan tanggung jawab | asuhan keluarga dan aksesibilitas
ADK) keluarga pelayanan sosial
dasar :
Pelayanan Pelayanan kesehatan bagi Meningkatnya pembinaan 5 Provinsi 10 Provinsi | Meningkatnya Kementerian Kesehatan Gubernur, Bupati/
Kesehatan Anak anak dengan kecacatan di kesehatan pada anak dengan status kesehatan Walikota
dengan Kecacatan | SLB melalui program Usaha | kecacatan di SLB melalui anak dengan
Kesehatan Sekolah program Usaha Kesehatan kecacatan
Sekolah
Program 1. Peningkatan bantuan Jumlah Lansia telantar yang 10.000 13.250 Meningkamya  °| Kementerian Sosial Gubernur, Bupati/
Rehabilitasi dan Jjaminan sosial lansia mendapatkan bantuan orang orang pemenuhan Walikota
Perlindungan telantar di dalam Jaminan sosial kebutuhan dasar
Sosial bagi Lanjut keluarga/masyarakat lansia telantar
Usia dan peningkatan dan lansia dalam
kapasitas kelembagaan lembaga/panti
serta jumlah K/L
dan pemda yang
_ - menerapkan - - -
2. Peningkatan bantuan Jumlah Lansia dalam 8.000 orang 11.000 kebiiakan Kementerian Sosial Gubernur, Bupati/
tambahan kebutuhan lembaga yang mendapatkan orang n ; neanan Walikota
dasar Lansia di dalam bantuan tambahan f:i 1sia %ian
lembaga/ panti sosial kebutuhan dasar petugas
pemasyarakatan
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3. Peningkatan akses Kebijakan penanganan 100% - Kementerian Sosial Gubernur, Bupati/
perempuan lanjut usia lanjut usia dan penyandang (koordinator), Kementerian Walikota
dan penyandang cacat cacat yang responsif gender Pemberdayaan Perempuan &
terhadap pemberdayaan Perlindungan Anak,
kualitas hidupnya Kementerian Hukum & HAM
4. Sosialisasi kebijakan Terlaksananya sosialisasi 30 orang 50 orang Kementerian Hukum & HAM | Kanwil Hukum &
penanganan narapidana | kebijakan penanganan HAM
perempuan lanjut usia narapidana perempuan
dan penyandang cacat lanjut usia dan penyandang
yang responsif gender cacat yang responsif gender
pada lapas pada lapas
Program 1. Peningkatan pelayanan Meningkatnya korban 5.705 orang | 7.520 orang | Meningkatnya Kementerian Sosial Gubernur, Bupati/
Rehabilitasi dan rehabilitasi sosial melalui | penyalahgunaan Napza pemenuhan (koordinator), Badan Walikota
Perlindungan lembaga dan luar yang dapat direhabilitasi kebutuhan dasar, | Narkotika Nasional
Sosial Korban lembaga (berbasis dan dilindungi melalui pelayanan
Napza komunitas) lerabaga dan luar lembaga rehabilitasi sosial
(berbasis komunitas dan
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2. Peningkatan bantuan Jumlah korban 1.000 orang | 1.100 orang | perlindungan Kementerian Sosial Gubernur, Bupati/
tambahan kebutuhan penyalahgunaan Napza bagi korban Walikota
dasar korban yang mendapatkan - Napza
penyalahgunaan Napza pemenuhan kebutuhan
dalam lembaga dasar dalam lembaga
rehabilitasi rehabilitasi
Program 1. Pemberdayaan Meningkatnya kesadaran 98% 98% Meningkatnya Badan Narkotika Nasional Gubernur, Bupati/
Pencegahan, lingkungan pendidikan, | masyarakat/atau imun perlindungan Walikota
Pemberantasan, kerja, masyarakat resiko | terhadap bahaya narkoba anak-anak
Penyalahgunaan tinggi/rentan khususnya anak-anak dan remaja dan
dan Peredaran dewasa masyarakat
Gelap Narkoba terhadap bahaya
narkoba
2. Penyiapan kelembagaan | Pelayanan rehabilitasi 500 orang 1.200 orang Badan Narkotika Nasional Gubernur, Bupati/
BNN sampai Tk. Provinsi | korban penyalahgunaan Walikota
dan kabupaten terpilih narkoba
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. Pemetaan dan Tersedianya peta dan Tiga Tiga Jaringan Badan Narkotika Nasional
pemutusan jaringan terputusnya jaringan jaringan Perderan
narkoba yang ada di peredaran narkoba di peredaran Narkoba
Indonesia Indonesia Narkoba
. Penyusunan Peraturan Tersusunnya Peraturan 100% - Kementerian Kesehatan
Pemerintah Wajib Lapor | Pemerintah Wajib Lapor (koordinutor), Kementerian
bagi Pecandu bagi Pecandu Sosial, Kementerian Hukum
dan HAM, Badan Narkotika
Nasional
Program . Peningkatan koordinasi | Terpenuhinya penyediaan 2.300 unit 2.340 unit | Meningkatnya Kementerian Sosial Gubernur, Bupati/
Pemberdayaan lintas sektor dalam permukiman dan permukiman | permukiman | pemenuhan (koordinator), Kementerian Walikota
Komunitas Adat pemberian jaminan infrastruktur serta jaminan linfrastruktur | infrastruktur | kebutuhan dasar, | Pendidikan Nasional,
Terpencil (KAT) hidup, pembangunan hidup dan Jaminan | dan Jaminan | aksesibilitas dan | Kementerian Kesehatan,
permukiman dan hidup bagi hidup bagi | pelayanan bagi Kementerian Pekerjaan
infrastruktur sosial 4.270 KK 4.550 KK KAT Umum, Kementerian
ekonomi Kehutanan dan Badan
Pertanahan Nasional
. Pendataan bagi anak KAT | Tersedianya data anak KAT | 500 orang 1.000 orang Kementerian Sosial Gubernur, Bupati/
(koordinator), Kementerian Walikota

yang dapat menerima
pelayanan sosial

Pendidikan Nasional,
Kementerian Kesehatan
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Program Peningkatan bantuan Meningkatnya anak dari - 650 orang | Meningkatnya Kementerian Sosial Gubernur, Bupati/
Kesejahteraan kebutuhan dasar, akses Komunitas Adat terpencil pemenuhan Walikota
Sosial Anak yang layanan sosial dasar, yang, terpenuhi hak-hak kebutuhan dasar
Membutuhkan penguatan tanggung jawab | dasarnya dalam asuhan dan aksesibilitas
Perlindungan keluarga dan peran lembaga | keluarga pelayanan sosial
Khusus (PKS- kesejahteraan sosial anak dasar bagi PKS-
AMPK) : AMPK
Program Peningkatan koordinasi Meningkatnya pelayanan 29.818 36.000 Meningkatnya Kementerian Koordinasi Bid. Gubernur, Bupati/
Perlindungan antara pemerintah dan dan perlindungan pekerja orang orang pelayanan dan Kesejahteraan Rakyat Walikota
Pekerja Migran pemerintah daerah, migran telantar perlindungan (koordinator), Kementerian
telantar periindungan dan sosial bagi Sosial, Kementerian
rehabilitasi sosial serta pekerja migran Perhubungan, PT Pelni,
bantuan pemulangan ke telantar Kementerian Hukum dan
daerah asal. HAM, Kementerian Luar
Negeri, Kepelisian Negara R,
Kementerian Keschatan,
Kementerian Dalam Negeri
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Program 1. Penyusunan mekanisme | Terwujudnya pembagian 100% - Meningkatnya Kementerian Nakertrans Gubernur, Bupati/
Peningkatan perencanaan dan kewenangan perlindungan (koordinator), Kementerian Walikota
Fasilitasi pelaksanaan penyelenggaraan TKI, tersedianya Dalam Negeri, BNP2TKI
Penempatan dan penyelenggaraan penempatan TKI ke luar TKI yang
Perlindungan TKI penempatan TKI ke luar | negeri berkualitas dan
negeri menurunnya TKI
bermasalah
2. Fencegahan kepergian Meningkatnya pengamanan 4 lokasi 3 lokasi Kementerian Nakertrans Gubernur, Bupati/
TKI ilegal di daerah asal | kepergian TKI ke luar negeri | Embarkasi Embarkasi (koordinator), BNP2TKI, Walikota
dan daerah perbatasan untuk mencegah TKI ilegal sebanyak Kepolisian Negara RI
1000 orang
3. Menyiapkan proses Tersedianya tata cara dalam 100% - BNP2TKI (koordinatorj, Gubernur, Bupati/
advokasi dan mekanisme penyelesaian TKI Kementerian Luar Negeri, Walikota
penyelesaian TKI Kementerian Nakertrans
bermasalah
4. Meningkatkan kualitas Kebijakan Bina Keluarga TKI 20% 40% Kementerian Pemberdayaan | Gubernur, Bupati/
hidup dan perlindungan Perempuan & Ferlindungan Walikota
keluarga TKI Anak
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Program Pembebasan biaya Meningkatrya jumlah 4.000 11.553 Meningkatnya Menko Polhukam koordinasi | Gubernur, Bupati/
Feningkatan akses perkara (prodeo) perkara yang diajukan oleh perkara perkara kepastian hukum | dengan Mahkamah Agung Walikota
hukum bagi perempuan miskin dan prodeo prodeo, dan
perempuan miskin Pemberian konsultasi kelompok marjinal 11.553 perlindungan
dan kelompok dan bantuan hukum bantuan hak-hak
marjinal dalam hal secara prodeo hukum keperdataan
perkara-perkara prodeo, 273
hukum keluarga Penyelenggaraan sidang lokasi_s_idang
keliling keliling
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III. RENCANA TINDAK UPAYA PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM (MDGs)

pedoman rencana aksi
daerah tentang percepatan
pencapaian tujuan MDGs

1
Pendukung 1.Fenyusunan peta jalan 1. Tersusunnya peta jalan 100% Tersedianya Kementerian PPN/ Bappenas
Percepatan (road map) nasional (road map) nasional pendukung
Pencapaian MDGs | Percepatan pencapaian percepatan pencapaian percepatan
MDGs MDGs pencapaian
MDGs
2. Periyusunan pedoman 1. Tersusunnya pedoman 100% Kementerian PPN/ Bappenas 33 Provinsi
rencana aksi percepatan rencana aksi daerah (RAD)
pencapaian tujuan MDGs di tentang percepatan
daerah pencapaian tujuan MDGs
yang memuat antara lain
sasaran, strategi, tindakan,
keluaran dan pembiayaan
2. Terlaksananya sosialisasi 100%
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3, Terselenggaranya fasilitasi
penyusunan RAD MDGs
2011-2015 oleh tim pusat

100% -

=

Tersusunnya rencana aksi
daerah tentang percepatan
pencapaian tujuan MDGs
di tingkat provinsi (RAD
MDGs 2011-2015) yang
memuat antara lain
sasaran, strategi, tindakan,
keluaran dan pembiayaan

- 33 Provinsi

Gubernur

33 Provinsi

3. Peningkatan dukungan
pembiayaan untuk
percepatan pencapaian
MDGs

1. Meningkatnya anggaran
baik APBN maupun AFBD
untuk membiayai upaya
percepatan pencapaian
MDGs

- Pusat dan
seluruh
provinsi

K/L terkait dan seluruh
Femprov

Seluruh provinsi

2. Tersusunnya mekanisme
pendanaan melalui Public
Frivate Fartnership/FFP

100% -

Kementerian FFN/ Bappenas
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3. Tersusunnya naskah 100% - Kementerian PPN/ Bappenas
akademik mekanisme (Koordinator),
pendanaan Corporate Kementerian BUMN
Social Responsibilities
(CSR)
4. Tersusunnya mekanisme - 100% Kementerian PPN/ Bappenas
pendanaan Corporale (Koordinator),
Social Responsibilities Kementerian BUMN
(CSR)
5. Tersusunnya mekanisme 50% 100% Kementerian PPN/ Bappenas

pendanaan untuk insentif
daerah yang mencapai
kinerja MDGs yang baik

(Koordinator), Kementerian
Keuangan
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(n 2) (3 4) (5)
MEMBERANTAS KEMISKINAN DAN KELAPARAN
Perbaikan Gizi 1. Peningkatan kualitas gizi | 1. Persentase balita gizi 100% 100% Menurunnya Kementerian Kesehatan Diprioritaskan pada
Masyarakat anak buruk yang mendapat prevalensi provinsi-provinsi
perawatan kekurangan gizi dengan prevalensi
pada balita kckurangan gizi
2. Persentase balita 65% 70% pada balita di atas
ditimbang berat badannya angka rata-rata
(jumlah balita ditimbang na;nonal (? 1.8,496)
dibagi seluruh balita atau yaitu provinsi NTT,
D/S) Maluku, Sulteng,
Kalsel, Aceh,
Gorontalo, Sulbar,
NTB, Kalteng, Papua
Barat, Malut, Sumut,
Sultra, Kalbar, Riau,
Papua, Sumbar,
Kaltim, Jambi.
2. Penyediaan data Tersusunnya data proporsi 100% 100% Badan Pusat Statistik -
kecukupan kalori penduduk yang berada
penduduk dibawah garis konsumsi
minimum (2.100
kkal/kapita/hari)
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3. Penyusunan Rencana Aksi
Pangan dan Gizi

1. Tersusunnya Rencana
Aksi Nasional Pangan dan
Gizi (RAN PG) 2011-
2015

2. Tersusunnya Rencana
Aksi Daerah Pangan dan
Gizi (RAD PG) 2011-
2015

- 33 provinsi

Kementerian FPN/ Bappenas
(Koordinator), Kementerian
Kesehatan, Kementerian
Pertanian, Kementerian
Perindustrian, Badan
Pengawas Obat dan Makanan

Gubernur seluruh provinsi
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MENCAPAI PENDIDIKAN DASAR UNTUK SEMUA
Peningkatan Akses |1. Peningkatan akses terhadap| 1. Jumlah unit TK-SD satu 500 Unit 500 Unit Meningkatnya Kementerian Pendidikan Diprioritaskan
Pendidikan SD/MI SD dan pendidikan atap yang dibangun partisipasi Nasional terutama di daerah
lanjutannya pendidikan SD/ terpencil dan daerah
Ml dan setara dengan APM di
SD/MI bawah rata-rata
2. Jumlah unit SD-SMP satu 400 Unit 400 Unit nasional yaitu:
atap yang dibangun Provinsi Aceh,
Sumut, Riau, Jambi,
Sumsel, Kalbar,
Sulut, Gorontalo,
Sulteng, Sulbar,
Maluku, NTB, NTT,
Fapua, Papua Barat
3. Tersedianya pelayanan 93.000 80.000 Kementerian Fendidikan
pendidikan non formal Siswa Siswa Nasional
dan pendidikan khusus
serta pelayanan khusus
(siswa)
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2. Peningkatan akses terhadap| jumlah siswa yang 190.000 200.000 Kementerian Agama Diprioritaskan
pondok pesantren salafiyah | mengikuti pendidikan setara orang orang terutama pada
penyelenggara wajar pendidikan dasar di daerah-daerah yang
dikdas pesantren salafiyah memiliki pesantren.

Peningkatan 1.Penyelenggaraan Jumlah sasaran pengentasan 660.000 555.000 Meningkatnya Kementerian Pendidikan Diprioritaskan bagi
Keberaksaraan pendidikan keaksaraan buta aksara (usia 15-24 orang orang kemampuan Nasional daerah dengan
Penduduk fungsional tahun) keaksaraan angka buta aksara
penduduk lebih tinggi dari
rata-rata nasional
: i i : _ (1,16%, 2007); yaitu
2.Penyediaan taman bacaan | Jumlah Taman Bacaan 500 Unit 500 Unit Kementerian Fendidikan Provinsi Babel, Bali,

masyarakat (TBM)

Masyarakat (TBM) yang
dikembangkan di daerah

Nasional

NTB, NTT, Kalbar,
Sulteng, Sulsel,
Sultra, Sulbar,
Gorontalo, Malut,
Papua, dan Papua
Barat
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pemberian beasiswa yang
responsif gender bagi siswa
miskin MI/MTs/ MA/PTA

pemberian beasiswa yang
responsif gender

(1) (2)
MENDORONG KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Mencapai 1.Penyusunan kebijakan Tersusunnya Permendiknas 100% - Meningkatnya Kementerian Pendidikan Seluruh provinsi/
Pendidikan untuk pemberian beasiswa yang | pemberian beasiswa yang pendidikan untuk | Nasional kabupaten/kota
Semua responsif gender bagi siswa | responsif gender semua
miskin SD/SDLB,
SMP/SMPLB, SMK/SMA/
SMALB dan PT
2.Penyusunan kebijakan Tersusunnya Permenag 100% - Kementerian Agama Seluruh provinsi/

kabupaten/kota
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(n (2 3) 4) (5) () (7 (8)
Mendorong 1. Peningkatan kesetaraan . Tersusunnya perencanaan 100% - Tersedianya Kementerian Pemberdayaan
Kesetaraan Gender gender dalam pekerjaan dan penganggaran yang kebijakan Perempuan dan Perlindungan
dan Pemberdayaan upahan di sektor non responsif gender di bidang pelaksanaan PUG | Anak
Perempuan pertanian ketenagakerjaan di bidang (Koordinator), Kementerian

ketenagakerjaan | Tenaga Kerja dan
dan politik Transmigrasi
2. Terlaksananya - 100% Kementerian Tenaga Kerja
perencanaan dan dan Transmigrasi
penganggaran yang
responsif gender di bidang
ketenagakerjaan dalam
pelatihan, pemagangan
dan kewirausahaan
2. Peningkatan partisipasi Tersusunnya pedoman 100% - Kementerian Pemberdayaan
politik perempuan di pelaksanaan PUG di bidang Perempuan dan Perlindungan
parlemen pendidikan politik bagi Anak
calon pemilih pemula,
anggota DPR/DPD/DFRD,
dan masyarakat
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Penurunan Angka
Kematian Anak

kesehatan anak

bulan yang mendapatkan
imunisasi campak

Angka Kematian
Bayi dan Balita

TRo10:
4)
MENURUNKAN KEMATIAN ANAK
Peningkatan pelayanan 1. Persentase anak usia O-11 80% 85% Menurunnya Kementerian Kesehatan Diprioritaskan pada

(Koordinator), Kementerian
Dalam Negeri

provinsi-provinsi
dengan cakupan
imunisasi campak di
bawah rata-rata
nasional (76,4%),
yaitu provinsi: Aceh,
Sumut, Papua Barat,
Maluku, Jambi,
Kalsel, Papua,
Kalbar, Riau, Babel,
Sulsel, Gorontalo,
Malut, Sulteng,
Sumbar, Sumsel,
Sulbar.

]
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- Kementerian Kesehatan Seluruh provinsi
(Koordinator),

Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak, Kementerian Hukum
dan HAM, Sekretariat Negara,
Kementerian Tenaga Kerja
dan Transmigrasi ]

2.Dirumuskannya 100%
Rancangan Peraturan
Pemerintah tentang
pemberian Air Susu Ibu
(AS]) secara eksklusif
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MENINGKATKAN KESEHATAN IBU

Penurunan Angka |I. Peningkatan pelayanan 1. Persentase puskesmas 60 % 70 % Menurunnya Kementerian Kesehatan Diprioritaskan pada
Kematian Ibu kesehatan ibu rawat inap yang mampu Angka Kematian (Koordinator), Kementerian provinsi-provinsi
melaksanakan Pelayanan Ibu Dalam Negeri dengan angka

Obstetrik Neonatal pertolongan

Emergensi Dasar persalinan oleh
(PONED) tenaga kesehatan

terlatih di bawah
angka rata-rata
nasional (< 77,37%)
yaitu provinsi:

2. Persentase RS 80 % 85 % Kementerian Kesehatan
kabupaten/kota yang (Koordinator), Kementerian Maluku, Malut,
. Sulbar, Sultra,
melaksanakan Pelayanan Dalam Negeri )
. Papua, NTT, Kalbar,
Obstetrik Neonatal F Barat
Emergensi Komprehensif apua Bara’,
(PONEK) Sulteng, Gorontalo,
Kalteng, Sulsel,

Jabar, Sumsel, NTB,
Kalsel, Lampung.
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100% - Kementerian Kesehatan Seluruh provinsi

(Koordinator), Kementerian
Dalam Negeri,
Kementerian Pendayagunaan

2. Penempatan tenaga 1. Tersusunnya pemetaan
kesehatan strategis”? di kebutuhan tenaga

fasilitas kesehatan, kesehatan strategis,
mencakup iumlah, jenis

terutama di ["u?(esmas dan lokasi Aparatur Negara dan

dan Rumah Sokit penempatannya Reformasi Birokrasi dan

Kabupaten/Kota Badan Kepegawaian Negara
2. Ditetapkannya Perpres 100% - Kementerian Kesehatan

(Koordinator), Sekretariat
Kabinet,

Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi
Birokrast, dan Badan
Kepegawaian Negara

tentang penempatan
tenaga kesehatan strategis
di Puskesmas dan RS
Kabupaten/Kota
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3. Tenaga kesehatan strategis:| Penempatan tenaga - 30% Kementerian Kesehatan,
dokter, dokter gigi, bidan, | keschatan strategis, (Koordinator), Kementerian
perawat, sarjana kesehatan | terutama dokter, bidan dan Pendayagunaan Aparatur
masyarakat, tenaga gizi, perawat di daerah-daerah Negara dan Reformasi
sanitarian, apoteker dan sesuai kebutuhan terutama Birokrasi, Kementerian Dalam
asisten apoteker di daerah bermasalah Negeri,
kesehatan (DBK) dan daerah Badan Kepegawaian Negara
terpencil, perbatasan dan
kepulauan (DTPK), sesuai
formasi yang tersedia
(persen)
Program Peningkatan Jangkauan 1.Terlayaninya jumlah 7,1 juta 7,2 juta Menurunnya Badan Koordiansi Keluarga Diprioritaskan pada
Kependudukan dan | dan Kualitas Pelayanan KB | peserta KB baru (juta peserta peserta tmmnet need Berencana Nasional semua provinsi
Keluarga peserta) karena nilai unmet
Berencana need-nya di atas 5%,

kecuali Provinsi
Babel.
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2.Meningkatnya jumlah 26,7 juta 27,5 juta Meningkatnya Diprioritaskan pada
peserta KB aktif/PA (juta) peserta peserta Contraceptive provinsi yang nilai
Frevalence Rate CPR-nya rendah atau

(CPR)

di bawah rata-rata
nasional, yaitu
Provinsi Jabar,
Gorontalo, DKI,
Sumbar, Kaltim,
Banten, Riau, NTB,
Sumut, Sulsel, Sultra,
Malut, Aceh, DIY,
Sulbar, Kepri, NTT,
Papbar,Papua,dan
Maluku.
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MENGENDALIKAN

HIV DAN AIDS, MALARIA DAN PENYAKIT MENULAR LAINNYA (TB)

Pengendalian
Penyakit HIV dan
AIDS, Malaria, dan
B

1. Pengendalian Penyakit HIV
dan AIDS

1 Jumlah orang yang
berumur 15 tahun atau
lebih yang menerima
konseling dan testing HIV

300.000
orang

400.000
orang

2.Persentase Orang dengan
HIV dan AIDS (ODHA)
yang mendapatkan Anfi
Retroviral Trealment
(ART)

70%

75%

3.Persentase kabupaten/kota
yang melaksanakan
pencegahan penularan
HIV sesuai pedoman

50%

60%

Terkendalinya
penyakit HIV
dan AIDS,
malaria, dan TB

Kementerian Kesehatan
(Koordinator), Komisi
Penanggulangan AIDS
Nasional

Seluruh Pemerintah
Daerah Provinsi dan
kabupaten/kota, serta
KPAD di Indonesia,
diprioritaskan pada
berbagai Frovinsi
dengan angka kasus
HIV dan AIDS
tertinggi, meliputi:
Papua, DKI Jakarta,
Jabar, Jatim, Bali,
Sumut, Kalbar, Jateng,
Riau, Sumsel.
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INDONESIA

penduduk

4.Penggunaan kondom pada - Perempuan
kelompok hubungan seks (35%)
berisiko tinggi Laki-laki
(berdasarkan pengakuan (20%)
pemakai)
P. Pengendalian Penyakit Angka penemuan kasus 2% 1,75 % Kementerian Kesehatan Diprioritaskan pada
Malaria Malaria per 1.000 provinsi-provinsi
dengan angka kasus

malaria tertinggi,
meliputi Fapua Barat,
NTT, Papua, Malut,
Babel, Maluku,
Bengkulu, NTB, Jambi,
Sulteng.
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3. Pengendalian Penyakit TB | Persentase kasus baru TB 73% | 75% Kementerian Kesehatan Diprioritaskan pada
Paru (BTA positif) yang provinsi-provinsi
ditemukan dengan cakupan

penemuan kasus baru
TB BTA positif (CDR)
di bawah target CDR
minimal (<70%)
yaitu Provinsi Bali,
Gorontalo, Sumut,
Jambi, Bengkulu,
Papua, Jatim, Babel,
D1Y, Sultra, Sumbar,
Jateng, Kalbar,
Sumsel, Aceh, Sulbar,
Papua Barat,
Lampung, Kalsel,
Sulsel, Sulteng, Malut,
Kepri, NTT, NTB, Riau,
Kaltim dan Kalteng. |
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penyediaan air
minum

6 ®)
MENJAMIN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP
Program Penyediaan dan Pengelolaan | Terbangunnya prasarana 6.4311/ 50601/ | Meningkatnya Kementerian Pekerjaan Diprioritaskan pada
Pengelolaan Air Baku dan sarana air baku detik detik kapasitas dan Umum provinsi-provinsi
Sumber Daya Air tersebar di tersebar di | layanan air baku dengan persentase
25 provinsi | 27 provinsi | untuk akses RT terhadap air

minum layak di
bawah angka rata-
rata nasional
(<47,63%) yaitu
Provinsi: Banten,
Aceh, Bengkulu, DKI
Jakarta, Papua,
Kalteng, Babel, Kepri,
Lampung, Jabar, Riau,
Sulbar, Malut,
Sulteng, Sulut,
Gorontalo, NTB, NTT,
Sumbar
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Program 1.Pengaturan, Pembinaan, 1. Terfasilitasinya kawasan 218 244 Meningkatnya Kemenierian Pekerjaan Tersebar di seluruh
Fembinaan dan Pengawasan, perkotaan yang terlayani kawasan kawasan pelayanan air Umum provinsi.
Pengembangan Pengembangan Sumber air minum minum terhadap
Infrastruktur Pembiayaan dan Pola MBR di
Permukiman Investasi, serta perkotaan dan
Pengembangan Sistem perdesaan
Fenyediaan Air Minum 2. Terfasilitasinya kawasan 31 kawasan | 30 kawasan Kemenierian Pekerjaan
perdesaan yang terlayani dan 1.472 dan 1.165 Umum
air minum desa desa
P.Fengaturan, Pembinaan, 1. Terlayaninya kawasan 9 kabu- 11 kabu- Meningkatnya Kementerian Pekerjaan Tersebar di seluruh
Fengawasan, dengan infrastruktur air paten/kota paten/ kota | pelayanan Umum provinsi, namun

Fengembangan Sumber
Fembiayaan dan Pola

Pengembangan
Infrastruktur Sanitasi dan
Persampahan

Investasi, serta Pengelolaan

limbah melalui sistem
off-site

infrastruktur air
limbah

diutamakan bagi
provinsi-provinsi yang
telah memiliki kesiapan
program dan
perencanaan vang
cukup baik, yaitu
Provinsi Sumbar, Riau,
Kepri, Bengkulu,
Sumsel, Babel, Banten,
Jabar, Jateng, Jatim,
Kalteng, Sulsel, Sultra,‘J
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NTT, Maluku, Papua
Barat, Sumut,
Yogyakarta, Kalsel,

Kaltim, Sulteng, Bali.

Terlayaninya kawasan
dengan infrastruktur air
limibah melalui sistem
on-site

30 kabu-
paten/kota

35 kabu-
paten/ kota
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NTT, Maluku, Papua
Barat, Sumut,
Yogyakarta, Kalsel,
Kaltim, Sulteng, Bali.

2. Terlayaninya kawasan 30 kabu- 35 kabu-
dengan infrastruktur air paten/kota | paten/ kota
limbah melalui sistem
on-site
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Feningkatan Peningkatan akses sanitasi 1. Jumlah desa yang 2.500 desa 5.500 desa | Meningkatnya Kementerian Kesehatan Diprioritaskan pada
Akses Penduduk | dasar yang layak melaksanakan Sanitasi akses penduduk provinsi-provinsi
Terhadap Sanitasi Total Berbasis Masyarakat terhadap sanitasi dengan persentase
Dasar yang (STBM) dasar akses penduduk pada
Layak fasilitas sanitasi layak

di bawah angka rata-
rata nasional
(<51,02%) yaitu NTT,
Papua, Kalteng, Papua
Barat, Bengkulu,
Lampung, Maluku,
Kalbar, Sumbar, NTB,
Jambi, Kalsel, Sumsel,
Sulteng, Aceh, Malut,
Gorontalo, Sulbar,
Kepri, Sultra, Jatim.
2. Jumlah desa yang 1.320 desa 990 desa Kementcerian Pekerjaan

melaksanakan Umum

Community led fotal

sanitation
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Konservasi Pengembangan Kawasan 1. Meningkatnya Meningkatnya Kementerian Kehutanan Sumut, Sumbar,
Keanekaragaman | Konservasi dan Ekosistem pengelolaan kawasan pengelolaan dan Jambi, Kaltim, Sulut,
Hayati dan Esensial konservasi dan kawasan pendayagunaan Sulsel, NTT, Papua
Perlindungan esensial lainnya sebagai taman nasional Barat, Papua, Sulieng
Hutan penyangga kehidupan dan kawasan
‘ konservasi lainnya
(CA, SM, TB, dan
HL) dan ekosistem
esensial
2. Menurunnya tindak 15% 30% Provinsi prioritas
pidana kehutanan
Program Pengembangan Hutan Meningkatnya rasio 50.000 ha 50.000 ha | Meningkatnya Kementerian Kehutanan Gubernur dan
Peningkatan Rakyat, Kemitraan, Kebun penutupan hutan hutan dan hutan dan | luas hutan yang Bupati/Walikota
Fungsi dan Daya | Bibit Rakyat (KBR) 8.000 Kebun 10.000 dikelola oleh terkait
Dukung DAS Bibit Rakyat | Kebun Bibit | masyarakat
Berbasis di Desa, Rakyat di
Pemberdayaan Kelompok Desa,
Masyarakat Masyara-kat Kelompok
(400 juta Masyarakat
batang bibit) (500 juta
batang bibit)
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Program Pembentukan Kesatuan Terbentuknya KPH Produksi 48 model 60 model | Meningkatnya Kementerian Kehutanan Menetapkan
Perencanaan Pengelolaan Hutan (KPH) Model, KPH Konservasi luasan hutan (Koordinator), kelembagaan KPHP,
Makro Bidang Model, KPH Lindung Model yang dikelola Kementerian Pendayagunaan { KPHL
Kehutanan dan (model) oleh KPH Aparatur Negara dan
Pemantapan Reformasi Birokrasi
Kawasan Hutan
Pengelolaan Pengelolaan dan Terlaksananya pengelolaan 900.000 900.000 Terkelolanya Kementerian Kelautan dan Diprioritaskan pada
Sumber Daya Pengembangan Konservasi luas kawasan konservasi hektar hektar kawasan Perikanan provinsi yang mem-
Laut, Pesisir dan | Kawasan dan Jenis laut, perairan tawar dan ekosistem punyai kawasan kon-

Pulau-Pulau Kecil

payau secara berkelanjutan

terumbu karang,
lamun, mangrove
dan jenis biota
perairan yang
terancam punah

servasi perairan (prio-
ritas tahun 2010 ada-
}ah Taman Nasional
Perairan (TNP) Laut
Sawu dan Laut seki-
tarnya, NTT). Sedang-
kan 2011 direncana-
kan di TNP Laut Sawu
(NTT), TWP P. Pich
(Sumatera Barat),
TWP P. Kapoposang
(Sulawesi Selatan),
TWP Laut Banda
(Maluku), TWP. Gili
Matra (NTB), TWP.
Padaido.
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Program
Pengelolaan
Sumber Daya
Alam dan
Lingkungan
Hidup

Perlindungan Atmosfir
dan Pengendalian
Dampak Perubahan
Tklim

Meningkatnya persentase
pengurangan konsumsi
Bahan Perusak Ozon (BPO) -
Hydro Chioro Fluoro Carbon
(HCFC)

. Penyelesaian Inpres

Tentang Rencana Aksi
Nasional Penurunan
Emisi Gas Rumah Kaca
(RAN GRK)

Terumuskannya Inpres RAN
GRK

100%

Membaiknya
pengelolaan SDA
dan LH

Kementerian Lingkungan
Hidup

Kementerian Koordinator
Kesejahteraan Rakyat

33 provinsi
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(1) (2) 3 “ (5) ® () ¢
Program Penyediaan dan Pengelolaan | Terselenggaranya layanan 185 185 Terwujudnya Kementerian Energi Sumber | Tersebar seluruh
Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan | audit energi pada gedung penyediaan dan Daya Mineral Indonesia
Listrik dan Pelaksanaan Konservasi dan industri (jumlah pengelolaan
Pemanfaatan Energi layanan) energi baru
Energi terbarukan dan
konservasi energi

*) Keluaran dan target penyelesaian dapat disesuaikan berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan secara berkala
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

-

ttd.
Salinan sesuai dengan aslinya,

~ DepytiSekretaris Kabinet DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
/ ‘_’r"/‘/"\B“
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